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ABSTRACT £
| 7

By Indonesian doings limited company system, since WVK concordation
uséd m Hindia - Belanda on Mei 1™ 1848, further the Independent Proclamation
Republic of Indenesia based on 1945 constitution temporary provision of chafter’s
11% . WVK has been translated to be a code of law merchant used to all Republi¢
of Indonesia jurisdiction. On the law, 1* 1995 is limited cmﬁpany established before,
limited company system in the code of law merchant has a few change’s only. On
chafter 547 ' it’s about speach of right from share conducted oh Mei,_29 1971 with
used the Taw, 4 ™ 1971 further sheet of state’ 20 ¥ 1971. In the code of law merchant,
limited company has 20 chafter’s only, begin from 36 to 56 chafter’s, cven though in
the limited company taw’s has 129 chafter’s. It’s a greatest development more than
code of faw merchant. .

In 1995 of limited company law’s there many system of change’s and also
about new things from limited company there’s no in the code of law mechant
before, because it s not it with the economic development and world trade in the
Natioﬁal or International

| In the process making of company, there’re many right ways by legality to do
persons, the first, making of act, further legalization by Minister of Justice then
proclamation and list of act. |
| Now, l].'lé leg?]izatfon of act by Minister of Justice can do it dirrectly by
Internet. It’s called SISMINBAKUM (legal form administration system). It’s begin

on July’ 200!, it’s a greatest devclopment in the process making of a company

because sisminbakum do it on time not last it even happened on the manual system,

s0 it]s very loss Lo every onc to do a company.




ABSTRAKSI

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, yaitu sgjak
WVK secara konkordan diberlakukan di Hindia-Belanda pada tanggal 1 Mei 1848
kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan
Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945; WVK yang kemudian diterjemahkan dengan
Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku untuk seluruh  wilayah
Republik Indonesia. Sampai sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbalas, pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHD hanya
mengalami perubahan keci! saja, yaitu perubahan terhadap Pasal 54 tentang
hak suara atas saham yang dilakukan dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mulai
berlaku pada tanggal 29 Mci 1971 dengan Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1971.
Dalam KUHD Perseroan Terbatas hanya diatur dalam 20 pasal saja mulai dari pasal
36 sampai dengan pasal 56 KUFHD, sedangkan dalam UUPT tahun 1995 Perseroan
Terbatas diatur dengan 129 pasal. Suatu perkembangan pengaturan yang luar biasa
jika dibandingkan dengan pengaturan Perseroan Terbatas dalam KUHD.

Didalam UUPT tahun 1995 terdapat perubahan yang mengatur tenfang-

Perseroan Terbatas, juga banyak pengaturan baru yang semula alau belum diatur
dalam KUHD. Perubahan dan pengaturan hal-hal baru mengenai Perseroan Terbatas
dalam UUPT tahun 1995 iu discbabkan karena pengaturan tentang Perseroan
Terbatas dalam KUMD sudah tidak scsuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan
dunia usaha yang semakin pesat baik secara Nasional maupun Internasional.

Dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas para pendiri harus
menempuh beberapa proscs pendirian yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
Proses pendirian diawali dengan pembuatan akta pendirian Perseroan “Terbatas
kemudian kewajiban untuk memohonkan pengesahan akta pendirian kepada Menteri
Kehakiman dan HAM dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman akta
pendirian. ‘

Sekarang ini proses pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan
HAM dapat dilakukan secara langsung melajui internet. Sistem ini disebut
SISMINBAKUM (sistem adsministrasi badan hukum) yang mulai diberlakukan
bulan Juni 2001. Ini merupakan suatu perkembangan yang luar biasa dalam proses
pendirian sebuah Perseroan Terbatas karena sisminbakum ini dapat menghindari
terjadinya penguluran waktu yang dahulu sering terjadi akibat sistem manual,
sehingga dapat merugikan para pihak yang hendak menjalankan perusahaan.




MOTTO :

Setiap orang punya bakat,
yang langka adalah

keberanian untuk mengembangkannya

dalam kesendirian dan mengikutinya

ke dalam kegelapan tempatnya bermuara... ericajong

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang-tuaku
- Saudara-saudaraku
- Almamaterku
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroe;n terbatas merupakan badan usaha yang paling dimanfaatkan oleh
masyarakat, karena statusnya yang badan hukum, pertanggung jawabannya yang
bersifat terbatas. Disamping itu Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan
Abagi pemilik (pemegang saham) Inya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada
setiap orang) dengan menjual seluruh atau sebagian saham yang dimilikinya pada
perusahaan tersebut.

Menurut UU No. 1 tahun 1995 bahwa perseroan terbatas adalah : badan hukum
yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal
tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.l Dengan
demikian perseroan terbatas merupakan suatu bentuk kerjasama dibidang usaha yang
harus didirikan dengan suatu akta otentik, yang dalam pasal 7 ayat 1 disebut dengan
akta notaris, selanjutnya disebut dengan akta pendirian, merupakan perjanjian antara
para pendiri yang paling sedikit terdiri dari dua orang mereka, yang setelah pendirian
turut serta dalam modal perseroan dengan membeli surat-surat saham, terikat dalam

ketentuan-ketentuan anggaran dasar.

'Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas (seri hukum bisnis), PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta 2000, halaman. 7.
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Sesuai pasal 7 ayat 6 UU No. ! tahun i995 disebutkan bahwa perseroan
memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 disahkan oleh menteri. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai jangka
waktu berapa lama suatu akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas harus
dimohonkan pengesahan kepada Ménteri Kehakiman dan HAM, hanya telah
ditentukan tentang jangka waktu pemberian pengesahan dan penolakan permohonan
pengesahan, yaitu enam puluh hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat 2 dan
ayat 3).2 Dengan adanya jangka waktu saat pemberian pengesahan dan penolakan
permohonan pengesahan sedikit banyak dapat mémpercepat waktu yang diperiukan
dalam mendiril%-an perseroan terbatas.

Konsekuensi déngan diperlakukannya UU No. 1 tahun 1995 adalah semua
perseroan terbatas yang telah disahkan dan perubahan yang telah disetujui harus
disesuaikan dengan UUPT tahL_}n 1995 dalam batas waktu sampai dengan 7 Maret
1998, Dengan berlakunya UUPT tahun 1995, masyarakat yang melakukan usaha akan
menjumpai berbagai hal mengenai perseroan terbatas baik yang berupa perubahan
maupun yang berupa pengaturan baru yang sebe]umnyé belum diatur, sehingga
diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta memenuhi tuntutﬁn pe.rkembangan
ekonomi dalam era gllobalisasi dewasa ini.

Untuk menunjang pelaksanaan dari UUPT tahun 1995 maka dikeluarkan

beberapa keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, yaitu Keputusan Menteri

| erman Susetyo, Masalah-Masalalt Hukum, Jakarta, 1995, halaman. 10




Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor : M.Ol-PR.OS.OI tahun 1996

tentang Tala Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan akta Pendirian Perseroan

Terbatas. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor :
M.02-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian
Persetujuan Akla Perubahan A‘n ggaran Dasar Pegseroan Terbatas, dilanjutkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia nomor M.03-PR.08.01
tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar
Pargeroan Terbatas.

Apakah pendirian perseroan terbatac disamping memenuhi ketentuan UUPT,
maka masih dipertanyakan prosedurnya atan tidak, mengingat dalam pendiriannya
melatui sistem manual dan komputerisasi yang masih merupakan sesuatu yang baru
gaat ini.

Didalam sistem administrasi badan hukum, proses pengesahan atau persetujnan
pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal administrasi Badan Hukum
Umum Depariemen Xehakiman dan HAM Republik Indonesia, kendala waktu masih
menjadi hal yang memberatkan dalam prosedur pengesahan suatu perseroan terbatas
karepa banyaknya jumlah yang masuk. Oleh sebab itu berdasarkan kebutvuhan dan
tuntolan yang berkembang pada -masyarakat dan kalangan pebisnis di indonesia,
diperukan .tingkat kecermatan yang tinggi dan efisiensi waktu terhadap pelayanan
negara bagi masyarakat, salah satunya meliputi transparansi atau keéterbukaan, karena
lualitas sumber dava manugia di Indopesia Departemen Kehakiman dan HAM

khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum semakin meningkat,




dengan terjadinya perubahan sikap dan perilaku kerja dapat mendorong pegawai
menjadi penyedia jasa yang profesional, sehingga dapat memasuki era trans-
paransi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungah timbal balik
antara stokeholder dan Departemen Kehakiman dan HAM.

Didalam proses pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum
seperti terSebut diatas, supplemen petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1
tahun 1995 telah mengatur dua sistem administrasi badan hukum, yaitu secara
manual dan komputerisasi melalui internet. |

Seca_ra manual, seluruh pekerjaan proses pengesahan PT dilakukan mulai
dari penerimaan berkas da;'i pihak yang meliputi pengecekan kelengkapan dan

nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setelah itu masuk ke dokumen,

dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan

dan laporan, Selanjutnya korekior memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh
Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum y‘ang nantinya akan diklarifikasi oleh
Direktur Perdata. Tata Usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, ﬁembuatan
draft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata yang
dilanjutkan Pencetakan SK yang ditandatangani oleh Dirjen. Setelah itu notaris
akan mengambil SK Akta Notaris tersebut dan dibuat dokumentasinya di bagian
Tata Usaha, Dengan cara kerja manual pada sistem lama, sering timbul masalah

keterlambatan.




Gutuk notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien. Mereka
harus mengecek hasil dari pembuatan dan pengesahaﬁ SK Akta Notaris yang mereka
gjukan langsung ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, hal
ini karena_seluhxh proses hanya dapat Flilaknkém dan dipantan di Jakarta. Penelusuran
terhadap proses yang se.dang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sistem
online yang dapat memantan proses pembuatan.

Yecara komputerisasi, seluruh proses pembuatan (lilakuka,n secara online
melatui jaringan internet yang dapat diakses oleh sefiap notaris yang mengikuti
SISMINBAKUM dan selurub wilayah Indonesia Masing-masing notaris yang
terdaflar pada -SISM}NBAKUM akan berikan User id dan Password untuk menjaga
lreamanan selama pemrosesan. Notaris dapat melakukan Monitoring {angsung melalui
juringan infernet 24 jam, sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesa. Tika
ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara
Direltorat Administrasi Hukum Umum dan Notaris dapat dilakukan melalui e-moail.
Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan

terjadinya pungutan liar.”

. * Bupplemen Petunjuk Pelakssnaan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2001, CV.

1Tovindo Pustalis hidirt, Jekarta, 2001, hal. 50.
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B. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang ada maka perlu adanya pembatasan
masalah untuk penelitian ini, yaitu mengenai proses pengesahan perseroan terbatas
melalui komputerisasi yang merupakan alur sistem baru dalam pengesahan suatu
badan hukum berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseréan
terbatas, masalah-masalah yang akan dibahas adalah :

1. Proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan sisminbakum

2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas

dalam praktek.

3 Akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila hambatan diatas

terjadi

C. Tujuan Penelitian

Di dalam setiap pénelitan sudah barang tentu mempunyai suatu tujuan yang
jelas dan capat memberikan manfaat dari hasil penelitian tersebut.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahﬁi proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas

dengan sisminbakum
2. Untuk mengetahui kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum
Perseroan Terbatas dalam praktek.

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila

hambatan diatas terjadi




D. Kontribusi Penelitian

1.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut :

Teoritis

Melﬁberikan tambahan pikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam
bidang Kenotariatan dan hukum bisnis serta membuktikan adanya pengaruh
perkembangan kenotariatan dalam kegiatan bisnis khususnya dalam

pembuatan akta.

Praktis

Memberikan gambaran tentang kajian pelaksanaan sistem SISMINBAKUM
di dalam proses pengesahan suatu badan hukum serta memberikan
pegetahuan bagi praktisi tentang hambatan-hambatan di dalam pelaksaﬁaan
sistem SISMINBAKUM dan memberikan masukan mengenai solusi dari
adanya  problematika  hukum  yang menyangkut  pelaksanaan

SISMINBAKUM.




E. Metode Penelitian

1.

b

Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam thesis ini adalah yuridis
empiris’, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan berbagai bentuknya, yang dapat dijadikan dasar dan alasan
bagi pemecah terhadap permésalahan yang ada.” permasalahan ditinjau
berdasarkan hukum, khususnya Hukum Perdata Dagang, ketentuan-ketentuan
yang mengatur Perseroan Terbatas terutama mengenai proses pengesahan
status hukum Perseroan Terbatas dalam praktek atau berdasarkan peraturan-
peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dan
penelitian dilakukan berdase;rkan atas kenyataan di lapangan, bagaimana
proses pengesahan status hukum Perseroan Terbatas dalam praktek serta
dengan melakukan pengkajian atas dasar ketentuan yang berlaku, sehingga
akan menghasilkan kesimpulan. |
Spesifikasi Penelitian.

Untuk membahas‘ permasalahan ini, penelitian yang digunakan adalah
penelitian  deskritif analisis,® yaitu disamping bertujuan memberikan
gambaran tentang permasalahan juga sekaligus menganalisa permasalahan

yang ada.

- *Soerjono Sockanto dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu {injanan Singka,

Rajawali Press, Jakarta, 1986, halaman. 33.

SRonny Hanitijo Soemitro, MPH, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 15
$Ibid, halaman. 16
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3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan diperoleh atau dikumpulkan
mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau
déri lapz;mgan.7 ‘Data primer diperoleh dengan wawancara merupakan cara
yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai
tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam suatu
wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu
penerima informasi yang biasa discbut pewawancara atau interviewer dan
pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Biasanya kedua
pihak berhadapan secara fisik. Dari segi jumlah orang yang diwawancarai
dapat hanya satu orang seperti yang umum dilakukan.

Dalam ﬁenerapan wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama,
sarana pelengkap, dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode
wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat penglunppl data. Sebagai
sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam

melengkapi cara lain. Sebagai sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk

) menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.

"Ihid, halaman. 51
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Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik
wawancara terarah (directive interview), dimana dalam sistem wawancara ini
lerdapallstruktur tertentu, yaitu

a. rencana pelaksanaan wawancara

b. mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban

¢. memperhatikan kgrekteristik pewawancara maupun diwawancarai
d. membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang
sudah dipersiapkan lebih dahulu, agar diperoleh data yang lengkap sehingga
proses pencarian data dapat berjalan lancar.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan; buku-
buku, teori-teori para sarjana serta buku bacaan lain yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti. Data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan

sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. ’

4. Informan Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, oleh
'karena itu lebih mengutamakan intensitas penelusuran secara mendalam darl
| informan. Peneliti akan mulai dari infbrman tertentu dengan bertanya atau

menggali informasi dan mengobservasi dari situasi tertentu .

% Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
1997, halaman. 234,
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informan awal ini kemudian dikembangkan dengan mengikuti srmowball °
dengan berakhir sampai terdapat indikasi tidak munculnya variasi baru atau

informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan
adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan

dalam penelitian di lapangan. -

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah
dengan lokasi :

a. Kantor Notaris di Kabupaten Semarang

b. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

6. Metode Penyampaian Data dan Analisa Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode
analisa kualtatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih, dan disusun secara
sistematis untuk kemudian dianalisa secara kulitatif untuk menggambarkan

hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam bentuk sebuah thesis.

1

?'Sanafial Faisal, Penelitian Knalitatif, Dasar-dasar dan Amplikasinya, YA3 Malang, 1990,
halaman. 44.
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7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek kehandalan data dan keakuratan data akan dipakai
teknik triangulasi data,m yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian  ini
dipergunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan
mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda. Kongkritnya : membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang
dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan membaﬁdiﬁgkan keadaan
dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat; serta membandingkan

hasil wawancara dengan;j&i suatu dokumen yang berkaitan

1 Teknik triangulasi dibedakan menjadi 4 (empat) macam sebagai teknik pemeriksaan yang

' memanfaatkan penggunaan, yaitu @ {a). sumber; (b). metode, (c). penyidik, (d). teori.
(Lexy Moleong, 1996 : 178) .
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F. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan dan pembahasan dalam thesis ini, akan dibagi dalam
beberapa Bab, yaitu Bab I : Pendahuluan, merupakan pengantar kepada
permasalahan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan ditutup dengan
sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang berbagai hal yang
merupakan landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan‘ yang ada,
kemudian menjadi landasan teori pada Bab HI tentang hasil penelitian dan
pembahasan. |

Bab 11l : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu dasar tinjauan pustaka
‘sebagai landasan teori, data-data yang diperoléh dalam penelitian dikumpulkan,
diklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan. I;embahasan dikaitkan dengan
landasan teori yang ada atau yang terdapat datlam Bab landasan teori. Semua
perinasalahan mengenai pro;es pengesahan status hukum Perseroan Terbatas

dianalisa dengan landasan teori yang ada. Pembahasan dalam Bab ini diusahakan
al(;,ln memberikan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan
demikian diharapkan permasalahan akan terjawab tuntas dallam Bab ini.

Bab V : Penutup, menyimpulkan hasil penelitian sehingga akan terjawab
permasalahan yang ada dan diberikan saran-saran yang berkenaan dengan

permasalahan yang mungkin dapat membantu memberikan jalan keluar.




" BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas pada umumnya

1. Pengertian Perseroan Terbatas
Dengan diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang
perseroan terbatas, maka pengertian mengenai perseroan terbatas menjadi

lebih jelas dan menciptakan kesatuan pengertian. Dalam undang-undang

perseroan terbatas pasal | memberikan definisi bahwa : “Perseroan terbatas
yang selanjutnya menjadi perseroan adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanannya.”
Dari batasan S/ang tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat ditarik
kesimpulan, yakni -
a. perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
b. didirikan berdasarkan perjanjian
c. menjalankan usaha tertentu
4 memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

e. memenuhi persyaratan undang-undang

11 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.cit, halaman 7.
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Disamping itu dengan keluarnya undang-undang perseroan terbatas
maka perseroan terbatas mempunyai landasan hukum yang jelas. Seperti
sekarang dikatakan dalam undang-undang perseroan terbatas telah diresmikan
sebutan “Perseroan Terbatas” dan juga singkatan PT (pasal 13 ayat 2 ).12

Menurut Rochmat Soemitro, definisi tentang perseroan terbatas adalah
sebagai berikut : ?

a. pe}’sekutuan (persetujuan aﬁtara dua orang atau lebih}

b. menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, uang atau tenaga
dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan
yang'didépatnya.

¢. dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham

d. para persero ikut serta dalam modal tersebut dengan mengambil satu
saham atau lebih.

¢. melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah pama yang sama
dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang

mercka setorkan.

12 Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hikum Perseroan Terbatas, Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta, 1996, Halaman. 30-32.
13 Rochmat Soemitro, Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan, Eresco,

Bandung, 1989, halaman 9.

I C T R R R e e - - e T e e L EAR
i

: i
P ‘

i [
T
i . I




16

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang membentuk
badan usaha tersebut menjadi satu kesatuan dan merupakan suatu perigertian |
yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu M

a. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing
pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah
dana sebagai jaminan bagi semua ﬁerikatan perseroan.

b. adanya pesero atau pemegang saham yang pertanggung jawabannya
terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan
mereka semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan
kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang
mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak
menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan,
menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.

c. adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu
kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan
tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus dengan

anggaran dasar dan atau keputusan rapat umum pemegang saham

¥ . M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta,
1999, halaman 88,




Ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas menyatakan
bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya
mempertegas kembali makha perjanjian seba;gaimana diatur dalam ketentuan
umum mengenai i:erjanjian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang bernama, perjanjian pembentukan
perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya
perjanjian  scbagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam undang-
undang perseroan terbatas tersebut. N

Dalam pasal | ayat | disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, karena merupakan perjanjian
maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang artinya ada
lébih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak. Jadi dalam
pendirian perseroan terbatas terdapat sekurang-kurangnya dua orang.

Perjanjian menurut undang—undang adalah suatu perbuatan oleh satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih
(p.asal 1313 KUHPdt). Menurut Prof Subekti perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu

% Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.cit, halaman 11

17
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suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan petikatan, yaitu
suatﬁ hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dan berdasarkan
hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuaty hat dari pihak
yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memg:nuhi lunlutan itu..
Tiap-tiap perikatan adalah antuk memberikan sesuafu, untuk berbuat sesuatu,
atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPdL).

Jadi perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atan
pihak yang membualnya. Dalam benfuknya perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yimg diucapkan ate;u yang ditulis, dan yang ditulis int
dischul kontrﬁ&. Menurut Black’s Law Dictionary, kontrak adalah suat

perjanjian antara dua orang atau lebih vang menciptakan kewajiban untuk

16
mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatis
Untuk membuat suatu perjanjian para pihak tentunya harus memenuhi

persvaratan yang ditentukan undang-undang, agar perjanjian yang dibuat

tersebut sah menurut hukum. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, suatu perianjian hanya sah jika ;
a. pihak yang betjanji adalah mereka yang cakap dalam hkum, dengan

pengeitian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan

tindakan atau perbuatan hukum.

' Black's Law Dictionary, six edition, 1990




b, dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang
berjanji, kesepakatan disini dimaksudkan adalah kesepatan yang bebas
tanpa ac_lanya paksaan atau pénipuan, atatipun diberikan bukan karena
kekhitafan,

¢. adanya suatu objek yang diperjanjikan, yang dijadikan pokok
perjanjian adalah suatu barang yang sekurang-kurangnya (iitenmkan
jenisnya.

d. bahwa perjanjian tersebut melipuii sesvafn  yang halal, yang
diperkénaxﬁian oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, iiésusﬂaan, kepatutan dan kebiasaan yang
berlaku di masyarakat, suatu petjanjian tanpa sebab atau yang telah
dibuat karena suatu sebab yang palsu atau ferlarang tdak mempunyai
ke-kuatan.”

Dengan demikian maka semua petjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bzigi mereka yang membuatnya, dan
perjar;jian-perjmiian jn  fidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh

undang-undang, Dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik.

"R Subekti, Hrdum Perjanjion, Intermasa, Jakarta, 1979, halaman. 10
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Kemudian harus dibedakan pula dengan suatu perikatan. Suatu
perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak,
berdasarkan hubungan i pihak yang satm berhak menuntut sesuatu hal dati
pihak yang lain, dun pihak yang lain berkewajiban memenuhi tunlutan itu.

Suatu perjanjian dan perikatan bisa juga dijelaskan sebagai berikut
bahwa perjanjian adala-h suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
orang lain, atau dua orang itu saling be1;janji untuk melakukan sesuatu hal.
Dari peristiwa ifu timbullah suaiu hubungan antara dua 01'aﬁg tersebut yang
dinamakan perikatan. Jadi petjanjian itu menetbitkan suatn perikatan antaa
dua orang yang membuatnya atau perjanjian merupakan sumber perikatan,
disamping sumber perikatan yang Jain yaitu undang-undang.

Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan lahir dari
undang-undang. Perikatan yang tahir dari undang-undang bisa dari undang-
undang saja, bisa dari undang-undang dan perbuatan manusia. Dan perbuatan
manusia ini ada dua macam, yaitu perbﬁatan manusia yang sal atau benar dan

ada perbuatan yang melanggar hukum. Akbirnya dapat disimpuikan bahwa

. perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan petjanjian adalah suatu

hal vang konghkrit, yaitu suatu pcﬂstiwa.

Ketentuan ini harus terus berlaku selaﬁm perseroan masil berdir, dan
hal ini diperlegas kembali dengan rumusan pasal 7 ayal 3 undang-undang
perseroan terbatas yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam

perseroan minimum berfumlah dua orang, dan rumusan pasal 19 huruf b yang

e e e
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secara tegas menolak permohonan perubahan anggaran dasar perseroan yang
isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
dan atau kesusilaan. |

Perjanjian pendirian perseroan lerbatas yang dilakukan oleh para pendin
tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris vang disebut dengan akta
pendirian. Akta pendirian ini pada dasarmya mengamur bcrbagai. macam hak~
hak dan kewajiban para pihak penditi perseroan dalam mengelola dan
menjalankan per.seroan terbatas tersebut, Hak-hak-dan kewajiban terscbuf
yang  merupakan isi perjanjian selanjutnya dissbut dengan anggaran dasar
perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam pasal 8 aﬁfat 1 undang-
undéng perseroan texbatas. . ,

Perseroan  harus menjalankan  keglatan  usaha  lertentu, melakukan
kegiatan usaiia, artinva menjalankan "'perusah.aan. Kegiatan usaha yang
dilakukan pelrseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan
maupun  jasa  vang berujuan memperoleh kemlwnéamlaba. Pendirtan
perseroan sebagai suatu bentuk perjanjian ' wajib memiliki objek tertentu.

Objek tersebut dicerminkan dalam beniuk pendirian perseroan dengan tujuan

untuk menjalankan kegiatan usaha fertentu yang halal.

% Anositus Amanat, Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbaias 1995 dan
Pencrapannya dalam Akta Notaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman. 25.
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Sebagai suatu badan hukum yang independent, dengan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya,
perseroan jelas harus memiliki harta kekavaan tersendiri dalam menjalankan

keglatan usahanya  serla unluk  melaksanakan hak-hak  dan kewajiban-

kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum
1 permohonan pengesahan akta pendirian persero@ ke Menteri Kehakiman dan
HAM, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya lima puluh
persen dari seluruh modal ditempatkan afau dikeluarkan persaroaﬁ yang
diambil Dbagian oleh para penditi. Setiap perseroan harus  memeruhi

persyaratan undang-undang perseroan terbatag dan ‘peraturan pelaksanaannya

mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan

pahwa undang-undang perseroan terbalas menganut sistem lertulup.

2. Perseroan '[‘erbafas sebqgai Badan Hukum
Pada saat ini perseroan terbatas yang didirikan dengan akta notaris akan
memperoleh status sebagai badan hukwm setelah diperoleh pengesahan dart
Menteri Kehakiman dan HAM (pasal 7 .‘ayat 6). Status badan hukum ini
dianggap penting karcr;a dengan diperolehnya status badan hukum para

{ pengurus yang menjalankan perseroan tetbatas ini setelah dibuat akta notaris

pendiriannya  akan menjadi  bertanggung jawab  secara pribadi  untuk
‘ keseluruhan tindakan dan perbuatan hukwn dari perseroan terbatas ini.

Mercka  akan  berfanggung, jawab  dengan kekayaan pribadi untuk  segala

i L L L ey e e
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perbuatan perseroan dan §¢ga1a tagihan pihak ketiga terhadap perseroan
sebelum status badan hukum int diperoleh, tetapi jika sudah diperoieh status
badan hukum maka tanggung jawﬁb mereka ini tidak lagi ménjadi pribadi
tetapi perseroan terbatas itulah dengan k:e"kayaan perseroan terbatas sendiri
yang sudah terpisah, adalah yang bertanggung jawab atas segala hutang-
hutang perseroan terbatas yang bersangkﬁtan. '

Permohonan pengeszhan Menteri Kehakiman dan HAM atas akta
pendiriém perseroan terbatas baru, menurut undang-undang perseroan terbatas
tahun 1995 harus disesuaikan dalam waktu enam pulub hari harus sudah ada
kepastian, disahkan atau ditolak (pasal 9). Dalam praktek mungkin tidak bisa
demikian cepat, ldan jika terfalu lama akan meruéikan pihak-pihak
bersangkutan, prosedur  pengesahan ini dapat merugikan pihak
berkepentingan yang mengajukan permohonan, oleh karena itu menuruf
ketentuan undang;undang perseroan terbatas ini, maka perseroan terbatas
yang didirikan dengan akta notaris akan memperoleh status sebagai badan
hukum, setelah diperoleh pengesahan ini. Status badan hukhm diperoleh
setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi ada
ketepasan bahwa tidak seperti dahulu dianggap berbagai kalangan sarjana

hukum, bahwa status badan hukum diperoleh setelah adanya pengumuman

19 Qudargo Gautama, Komentar. alas UUPT Baru, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995,
halaman. 9-11.
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dalam berita negara dan juga dicatat di dalam daﬂﬁr pengadilan negeri,
dimana kedudukan perseroan terbatas berada kemudian setelah pengumuman
terhadap publik dalam tambahan berita negara, perseroan terbatas dianggap
telah memperoleh status badan hukum.?

Menurut pasal 1 angka 1 undang—unclahg perseroan terbatas tahun 1995
secara tegas disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.
Dengan demikian kedudukan badan hukum perseroan terbatas di Indones.ia
diakui oleh undang-undang. Menurut Richard Burion S untuk membedakan
suatu subjek hukum, apakah dapat dikategorikan sebagai badan hukum, maka
harus memenuhi tiga unsur yang merupakan satu kesatuan, %!

Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut : 2
a. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing
b. adanya pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham
c. adanya pengurus yang melakukan pengurusan perseroan terbatas
Menurut Purwosutjipto unsur-unsur tersebut memenuhi syarat bagi
suatu subjek hukum, yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sehingga

dapat dikatakan sebagai badan hukum.?

2 Ibid, halaman 8. ‘
2 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,

halaman 12.

2 Nindyo Pramono, Sertifikat Saham PT Go Publik dan Huknm Pasar Modal di Indonesia,

Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 22 - 23.

2 1 M.N. Purwosutjipto, Op.cit, halaman 87.

o
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Pada saat ini .sudah jelas bahwa dengan dibatasinya tanggung jawab
mereka secara pribadi karena diperolehnya status badan hukum, sudah ada
ketegasan bahwa waktu enam puluh hari setelah dibuat akta. notaris dan
diajukan permohonan untuk pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan
HAM diperoleh kepastian, demikian pula bagi perseroan terbatas itu sendir
dan pengurﬁsnya sudah ada ketegasan dalam waktu enam puluh hari ini
mengenai tanggung jawab mereka, jadi tidak perlu lagi menunggu sampai
telah diumumkan dalam tambahan berita negara. **

Maka dengan adanya kepastian bahwa status badan hukum diperoleh
setélah tanggal penetapan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM
atas perseroan terbatas bersangkutan tersebut sudah ada kepastian, tidak
hanya perlu menunggu penerbitannya dalam tambahan berita negara tetapr
juga dipastikan bahwa pengumuman tersebut memang tidak diperlukan untuk

memperoleh status badan hukum. 2

3. Perseroan Terbatas dalam masa pendirian

Dalam praktek seringkali belum sampai memperoleh pengesahan
Menteri Kehakiman dan HAM, perseroan terbatas yang bersangkutan sudah

menjalankan kegiatannya. Kejadian seperti ini tidaklah dilarang akan tetapi

24 Sudargo Gautama, Op.cit, halaman, 11.
5 Thid, halaman 12,

[OPT-PBSTEY TONTR
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akibat hukumnya akan berbeda jika sudah mendapatkan pengesahan Menteri
Kehakiman dan HAM, serta akan berbeda pula jika sudah memperoleh
‘pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM tetapi belum didaftarkan di
departemen perindustrian dan perdagangan dan diumumkan dalam tambahan
berita negara Indonesia (pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1). Hanya saja
pasal ini jangan dibaca sebagaimana yang t;\rsebut dalam undang-undang,
Dalam perkembangannya harus dibaca lain sebagaimana telah umum diterima
diantara pakar-pakar kita. Dalam perkembangannya harus dibaca “Sekaligus
pengurus ikut bertanggung jawab tanggung-menanggung disamping harta
kekayaan perseroan. Artinya jika ternyata harta kekayaan perseroan tidak
mencukupi maka kekurangannya dapat ditagih kepada harta kekayaan pribadi
pengurus. Pembacaan semacam ini penting, sesuai dengan tujuan
pengundang-undang untuk melindungi pihak ketiga. Sebab jika- yang harus
bertanggung jawab hanyalah semata-mata harta kekayaan pengurus, maka
berarti pihak ketiga tidak dapat menagih kepada harta kekayaan perseroan,
yang padahal bélum tenfu pengurus itu pemegang saham melainkan sekedar
profesional direktur, seperti dimaksud pada ketentuan pasal 23 undang-

2
undang perseroan terbatas.”™

2% Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Tt erbatas, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
1995, halaman. 163 - 165.
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4. Nama dan Tempat kedudukan Perseroan Terbatas

Kriteria pemberian nama pada PT yang baru didirikan diatur dalam
pasal 13, yaitu nama tidak boleh sama dengan perseroan terbatas lain yang
telah ada secara sah atau mirip dengan nama perseroan terbatas lain dan tidak
boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Larangan
pasal 13 undang-undang ini tidak dilengka{pi dengan sanksi, penegakan aturan
yang bersifat imperatif dan tidak dibarengi dengan sanksi ini ada ditangan
Menteri Kechakiman dan HAM, yang dilakukan dengan cara menolak
permohonan pengesahan perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya
itu sama atau mirip dengan nama perseroan terbatas lain yang telah ada atau
juga nama perseroan t(‘arbatas yang dimohonkan pengesahannya itu
bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.??

Nama perseroan terbatas harus mencerminkan tujuan perusahaannya
dan tidak boleh memakai nama salah seorang atau lebih peseronya, hal ini
dimaksud agar tujuan perseroan itu tercapai. Ketentuan nama perseroan
didalam undang-undang perseroan terbatas juga mengatur etika dalam
pemberian nama, agar tidak terjadi tiru-meniru pama yang dapat merugikan

perseroan yang lain, disamping menghendaki ketertiban dan kesopanan.

2 Gatot Supramono, Hukum PT yang Baru, Djambatan, Jakarta, halaman. 122

.,‘..-_.__'._r::,.”w,"‘.,[....,.w.,..,1._...“... e
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Pada hakekatnya pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan
untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan
yang beritikat baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama
perseroan dan secara resmi telah dicantumkan dalam akta pendirian atau
kepada pthak yaﬁg telah lebih dahulu mengajukan permohonan nama tersebut
kepada Menteri Kehakiman dan HAM®

Oleh karena. itu dalam peraturan ini pada dasarnya diatur tata cara
pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, sedangkan
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan HAM
dengan keputusan menteri. Pemakaian nama perseroan diajukan oleh pendiri,
direksi pérseroan atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman dan HAM
dengan suatu permohonan guna memperoleh persetujuan yang dapat diajukan
bersamaan atau lebi.h dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan
akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar
sebagaimana diatur dalan'; pasal 3 ayat 2 PP!‘ No. 26 Tahun 1998 tentang
pemakaian nama perseroan terbatas.

Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahuiu
secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan

persctujuan akta perubahan anggaran dasar diberikan dalam waktu lima belas

2| G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan PT (khusus pemahaman atas LU No. | Talmin 1993,

Megapoin, Jakarta, 2000, halaman. 174
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hari setclah permohonan pengesahan  diterima, apabila ditolak maka
permohonan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara
tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu yang sama pula (pasal 4 ayat
1 dan 2 PP Nu. 26 Tahun 1998).

Apabila permohonan pemakaiaﬁ pama perseroan tersebut disetujui
maka psmohon wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian
atan akia perubahan agoaran dasar perseroan dalam jangka wakiu paling lama
enam puluh hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama. Apabila
pemohon tidak mengajukan permohonan. tersebut dalam jangka waktu yang
telah ditentukan maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi
batal (pasal 4 ayat 3 dan 4 PP No. 26 tahun 1998).

Menurut ketentuan pasat 5 PP No. 26 Tahun 1‘998, permohonan
persetijuan pemakaian nama kei)ada. Menteri Kehakiman dan IIAM akan
ditolax apabila :

a. nama tersebut telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mitip
dengan nama perseroan lam

b. nama tersebut bertent;mgan dengan ketertiban uwmum dan atau
kesusilaan

c. nama tersebut sama atéu_ mirip dengan nama perseroan yang

permohonan perselujuan pemakaianmya lelah diterima lebih dahulu

i dat i e O I T




d. nama tersebut sama atau wmirip dengan merek terkenal sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 19 lahun 1992 tentang merek berikut
perubahannya kecuali ada ijin dati pemilik merek terkenal tersebut.

¢. muma fersebut  dapal memberikan  kesan  adanya kailan anfara
perseroan dengan lembaga pemerintah, lembaga yang- dibentuk .
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  atau lembaga
‘internasional, kecuali ada ijin dari yang bersangkutan.

£ pama tersebut hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka

g, nama tersebut hanya terdiri dari hufuf atau rangkaian huruf yang tidak
membentuk kata |

h. nama tersebut menunjukkan maksud dan tujuan perseroan kecuali ada
tambahan lain dan

i nama tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
perseroan

j. nama tersebut hanya merupakan nama suétu tetnpat.

30

k. nama fersebut ditambah kaia atau singkatan kata yang mempunyai arti

sebagai perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan

perdata.

' Sejak berlakunya peraturan pemerintah ini kata atau singkatan kata

yang mempunyai arli sebagai perseroan  lerbalas, badan hukum alau

persckutuan perdata yang ditambahkan. dalam nama perseroan dianggap telah

i .
P ‘:\
. ] I
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dihapus dan tidak boleh digunakan dalam kegiatan perseman.29 Sudah
menjadi kelaziman bahwa nama tempat, kedudukan harus disebut dalam tiap
akta pendirian, perseroan terbatas tertentu disebutkan tempat dan
kedudukannya, dan didalam undang-undang perseroan terbatas hal tersebut
harus tertulis dalam anggaran dasarnya. Tempat kedudukan perseroan terbatas
seperti yang ditetapkan dalam pasal 5 undang-undang perseroan terbatas
berada di wilayah negara Re\publik Indonesia dan hal ini ditentukan dalam
anggaran dasar, memang sudah sewajarnya jika perusahaan yang berbentuk
badan hukum Indonesia tempat kedudukannya berada di Indonesia. »

Tempat kedudukan tersebut yang dimaksudkan adalah sekaligus
merupakan kantor pusat perseroan terbatas, intinya bukan sebagai kantor
cabang é.tau perwakilan perseroan di luar negeri. Sehubungan dengan itu
tentang alamat yang dipilih sebagai tempat kedudukan perseroan terbatas,
undang-undang mengharuskan supaya tempat kedudukan perseroan terbatas
disebutkan dalam surat menyurat. Selamaini tempat kedudukan perseroan
terbatas dalam praktek sudah sering ditemui diletakkan pada kepala surat
bahkan disitu disebutkan selain kantor pusat juga alamat kantor cabang
maupun perwakilannya. Dengan penyebutan yang demikian tujuannya agar

i . .3
perseroan mudah dihubungt.

1 Ibid. hataman 177
30 Gatot Supramono, Op,cit, halaman. 4
M Loc.cit
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B. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
1. Latar Belakang Undang-undang Perseroan L'erbatas

Pemerintah telah mengundangkan: undang-undang Republik Indonesia
nomor 1 Tahun 1995 lénl:mg perseroan  lerbafas atau  undang-undang
perseroan terbatas pada tanggal 7 Maret 1995. Undang-undang  im
dinvatakan berlaku efektif mulai tanggal 7 Maret 1996, yaitu satu tahun
setelah tanggal cliundangk-ann}lfa guna menggantikan undang-undang dan
peraturan. lama . mengenai perseroan terbatas yang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan yang terjadi.

Adapun dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam

menyusun undang-undang tersebut adalah :

4. uniuk menyesuaikan dengan perkembangan ckonomi dan dunia usaha.

yang semakin pesat baik nasional maupun internasional
b. meniadakan dualisme bentuk badan hukum
c. menciptakan kesatuan hukum nasional sebagai pengejawantahan azas
kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945
d. mewujudkan kepastian hukum
Dart semua pasal-pasal délam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
yang mcngaiur fenlang perseroan lerbalas yang hanya terdir dari 21 pasal
vang kemudian menjadi 129 | pasal dalam undang—undanlg nomor 1 tahun

1995, tampaknya telah terjadi penambahan dan perombakan secara besar-




besaran. Namun apa yang scbenarnya tegjadi adalah bahwa selama inl pan

1

memang telal. ferjadi perkembangan  dan penambahan melalut berbagai
ketentuan dalam bentuk keputusan menteri, keputusan presiden, peraturan
pemerintah, undang-undang dan lain-lamya.

Jadi tidak sepenuhnya ketentuan atai pasal-pasal dalam undang-undang
perseroan terbatas ini baru, melainkan ada yang masih sama, ada juga yang
hanya ditambah atau dilengkapi, ada yang diperjelas atau dipertajam saja,
fetapi ada juga Iyamg diubah. Sebagai conioh, misalnya dalam undang-tmdang
perseroan terbatas yang merupakan penegasan adalah bahwa perscroan
terbatas merupakan badan hukum; perseroan terbatas didirikan berdasarkan
perjanjian dan oleh karena itu (kecuali BUMN), perséroan terbatas harus
didickan paling  sedikit oleh dua orang, Keberadaan komisars  dalam
petseroan t.érbatas merupakan suatu keharusan, iebih-lebih ﬁalam perseroan
terbatas terbuka, Hal-hal yang baru misalnya adalah persyarafan untuk dapat
diangkat menjadi #n%()ta direksi atau komisalris, pemeriksaan terhadap
perseroan, penjualan saham kepada karyawan, perseroan terbatas terﬁuka dan
justifikasi kegiatan tertentu  dibidang paéar 1ﬁodal, paﬁgaturan mengenai'

penggabungan, peleburan dan akuisisi, per}indﬁngan terhadap pemegang

.
saham munoritas,

32 {ferman Susetyo, Proses Pendirian Perseroan Terbatas menuruf UU No. 1 Tahun 1
(suatu perbandingan dengan KUHD), Masalah-masalah Hukum, No. 2, 1995, halaman. 8-15.
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KUHD yang berasal dari Wvk (Fﬁ’erboek van Koophandel) Belanda

vang mengacu pada Civil Law yang dipergunak:in selama ini tampaknya telah
mengalami pergesaran ke arah pengaruh  Common Law. Hal tersebut
discbabkan Kkarena mayorilas  pelaku-pelake  bismis  lernyala  condong
menganut sistem Anglo-dmerika. Oleh karena itulah ketenfuan-ketentuan
dalam undang-undang perserozin té:rbatas kelihatannya memang di
akomodasikaﬁ‘untuk memenuhi maksud tersebut, sehingga undang-undang
perseroan  ferbatas  tidak  sekedar merupakan hlu‘l.lf-hl.ll'llf mati  belaka,
melainkan  dapat  dan  benar-benar mampu untuk memenui tuntutan

. . . . 33
masyarakat pemakai atau pelaku dalam kegiatan bisnis praktis.

Pératuran Pelaksanaun dari Undang-undang Perseroan Terbalas

Kembali mengenai perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-
undang nomor 1 tahun 1995 yang pada dasarnya sebagai pengganti ketentuan
tentang perseroan terbatas yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD) vang memeriukan peraturan-peraturan pelaksanaan seperti

vang ditetapkan melalui berbagai peraturan pemerintah.

[T

3 athmad M Ramli, Hukum Perseroan Terbatas Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

1995, halaman. 33,
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I\rﬁsalnyzi saja mengenai nama perseroan, tata cara pemberian TDP
dan SIUP , kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan informasi
keuangan tahun;m, kewajiban melakukan pendaftaran perusahaan dan
sebagainya. Pada umumnya hal-hal tersebul sangal berkait dan memang perlu
dipelajari karena merupakan kelanjutan atau pelaksanaan yang seharusnya
ditemi)uh namun belum diberikan secara rinci dalam undang-undangnya
sendiri.

‘Hal lain yang juga ﬁcrlu diperhatikan sehubungan dengan ini adalah
sesuatu yang cukup mendasar, yaitu arti kata pe1'usahaan.34Dalam setiap
peraturan ataupun undang-undang vang baru dikeluarkan berkenaan dengan
dunia usaha, definisi tentang perusahaan biasanya diberikan, hanya saja
ferbatas  dalam  kaitannnya  depgan  undang-undang  yang bersangkutan.
Sebagai contoh definisi perusahaan yang dibeﬁkan dalam undang-undang
nomor 8§ tahun 1A997 tentang dplmmen perusahaan, discbutkan bahwa
perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap
dan terus-menerus dengan Imjuan memperoleh kéuntungan atan laba, baik
yang disclenggarakan oleh peroraﬁgan maupun badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum, _{/ang didirikan dan berkedudukan

dalam wilayah negara Republik Indonesia.

¥ Sri Redjeki Hartono, Kapita Seleita Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000,

halaman. 43.
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Bila difinisi tersebut diurai maka akan diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :
‘a. setiap bentuk usaha
b. melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus
¢. dengan lujuan memperoleh keuntungan atau laba
d. diselenggarakan oleh perorangan atan badan usaha
e. didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia

Definisi - vang  diberikan  dalam undang-undang  ini  memang
dimaksudkan untuk memberikan pungertmn dalam batas dan ruang linglkup
hanya untulk mn,mbmalai\an ketentuan yang diatug dalam undang—undanc
tersebut, Namun demikian unsur-unsur yang tercakup dalam definisi yang
diberikan oleh undang-undang terscbut sebagaimana cliuraikaﬁ diatas kiranya
cukup memadai uniuk dijadikan pegangan scbagal dasar untuk pengeriian -
perusahaan secara umum, tetapi dengan tambahan satu unsur lagi, vaitu
secara terang-terangan dan terbuka.

Alasannya adalah apabila suatu usaha dilakukan secara under cover dan
pihak kefiga fidak mengetahuinya bisa berdampak negatif, misalnya Kegiatan
penycludupan atau barang-barang yang dijadikan objek transaksi mungkin
terlarang atau tidak Jegal, begitu pula tenaga kerjanya illegal dan berdampak

pada masalah perpajakan yaity, penggelapan pajak dan lain sebagainya.

3 Jhoni Emirzon, Aspek-aspek Hudom Perusahoan, Jasa Penilal, Gramedia, Pustaka Utama,
Jakarta, 2003, halaman. 53. ‘




2. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia.

a. Macam-~macam Perseroan Terbatas,

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau
organisast usaha, scdanglf;an perseroan lerbatas adalah salah salu bentuk
organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem
hukum Indonesia..

Bentuk-bentuk badan usaba vang dikenal dalam sistem hukum
dagang Indonesia adalah :

- Perseroan terbata; atau PT;

- Koperasi;

- Maatsr:ha;; atau Persekutuan;

- VOF alau Vennootschap Onder Firma alau Fa, dan
- CV atau Commanditaire Vennootschap.

Bentuk perseroan terbatas atau PT meru;;ak:in bentuk vang lazim
dan banyak dipakai dalam dunia wsaha di Indonesia karena perseroan
terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yahg mandiri,
Sebutan atau benfuk PT ini berasal dari Hukum Dagang Belanda {(Wvk)
dengan singkatan NV atau Naamloze Vennootschap yang singkatannya
juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganﬁ dengan singkatan PT.
Scbenarnya bentuk ni berasal dar Perancis dengan singkatan SA alau
Societe Anonyme yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama,

maksudnya adalah bahwa perseroan terbatas itu tidak menggunakan nama
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salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan
memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja. (pasal 36 KUHD).

Baik KUHPerdata maupun KUHD yang mengatur tentang
perseroan lerbatas secara formal belum pernah diganii melalui undang-
'ﬁndang. Walaupun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama
b.erdasarkan staatsblad 1847 nomor 23. Barulah pada tanggal 7 Maret
1995 diundangkan oleh pemerintah, yaitu undang-undang nomdr 1 tahun
1995 fenfang perseroan ferbalas, “unfuk menggantikan undang-undang
peninggalan Belanda setelah melalui proses yang cukup lama.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 dalam
pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian atau definisi tentang perseroan
ferbatas sebagai berikul :

. Perseroan terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan
adalah badan hukum vang didirikan berdasarkan pegjanjian,
melakukan ﬁegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi (1;:15111 sahain, dan nicmcnuhi persyaratan yang ditetapkan
d;ilaln undang-undang  ini  serta pleraturarll pelaksanaannya.
Perseroan terbatas tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam
pasal 1 ayat 1 undang-undang nomot 1 tahun 1995 yang sﬁdah
dijelaskan di muka yang disebulkan sebagai perseroan ferbatas
biasa karena dalam kaitannya untuk membedakam}ya. dengan PT

PMDN, PT PMA dan PT PERSERO. Modal dasar perseroan

‘"""'f'?'-"”'-"'""'*T"_"""""“-’""""" RN



telbatas chtetapl\an besarnya palmg sedﬂut dua puluh juta rypiah.

Namun undang;-undang atau pcxaturan pelaksanaan yang mengatur

bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal

dasar perseroan ferbatas yang borbeda dard ketenluan minimum
yang telah ditetapkan tersebut.

- Perseroan terbuka adalah perseroan Yyang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi keiteria tertenfu; atau perseroan
yang melakukan penawaran Usmwm, gesual  dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Schubungan dengan Ketentuan ini undang-undang tentang pasar
modal bab 1 ketentuan umum memberikan batasan bahwa perusahaan
publik adalah perscroan  yang sahamnya telah  dimibiki sekurang-
kurangnya tiga ratus pemegang saharn dan memiliki modal dasar disetor
sekurang-kurangnya tigd milyar rupiah atau suz;tu jumlah pemegaﬁg
saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pémc;‘intah.

Selain.' dari bcnmk—k;entuk usaha scbagaimana yang telah disebutkan
di atas, juga dikenal berbagai macam pérusahaan yang dibedaican atas
dasar kepenmilikannya schmcga dcngan dcmj}qan ada yang dhebut ;

- Perusahaan negara, ymtu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh
nogara dan merupakan badan usaha milik negara (BUMN), dan
selain itu ada badan usaha milik daerah (BUMD)lyang bisa berupa

perusahaan daerah atau bisa berupa perseroan terbatas. Perusahaan
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negara menurut menurut undang-undang nomor 19 Prp talun 1960
adalah semua perusahaan dalam bentu_.k apapun vang modalnya
© untuk seluruhnya mérupakan kekavaan negara Indonesia, kecuali
ditentukan lain berdasarkan undang-undang. |
Perusahaan negara dibedakan antara :
¢ Perusahaan jawatan (PERJAN)
. Pcrusahaa‘n umum (PERUM)
¢ Dcruszhaan perscroan (PERSERO) yang berbentuk PT
- Perusahaan swasta yang' modalnya dimitiki oleh swasta, umumnya
perbentuk perseroan terbatas atau salah satu dari bentuk-bentuk
usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain pembedaan antara perusahaan negara dan i)etu%hﬂan swasta
' - 36
sebagaimana diatas pembagian juga dapat dibedakan sebagai berikul
. Perusahaan nasional, vaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya
lima puluh | satu persen dari modal dalam negerl vang cllitana_m

didalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional.

% Munit Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Prajiek, Citra Aditya Bhakti, Buku III,
Bandung, 1996, halaman. 72.




41

- Perusahgan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi
Letentuan untuk persyaratan perusahaan nasional sebagaimana
disebutkan diatas, misainya modal dalam negeri yang dimiliki oleh
negara alau swasla nasional yang dilanam didalamnytf besarnya
kurang dari lima puluh satu persen.

Perusahaan asing tersebut bisa berupa :
»  Pgrusahaan patungan (Join Fenture Company), dan
"= Perusahaan murni asing (100%). |
Selanjuinya macam-macam perseroan terbatas dapat dibedakan
antara lain yaitu : -

- DT biasa, vaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kcgialﬁn usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam éaham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan  dalam undang-undang nomor 1 tshun 1995 serta
peraturan pelaksanaannya.

- PTPMDN étau perseroan ferbatas dalam rangka penanaman dalam
negeri, vaitu penggunaan Dbagian dart kekay;aan masyatakat
Indonesia termasuk hak»hgk dan benda-benda baik yang dimiliki
oleh negara maupun olch swasta nasional atau swasta asing yang

" berdomisiti di Indonesia yang disediakan guna menjalankan sualu
usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-

ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan
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undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal
asing,

PT PMA atau perseroan terbatas dalam. rangka penanaman modal
asing yaitu harus meliputi penanamin modal asing secara langsung,
vang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan
undan'g-u.ndang penanaman modlal asing dan vang digunakan
untuk menjalankan perusahaan di Indonésia, dalam arti bahwa
pemilik modal secara langsung menangguﬁg resiko  dari
penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dctlgan
modal asing adaiah alat pembayaran luar negeri yang .tidak
merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang ‘.dengan
persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayasn perusahaan
di Indonesia.

PT PERSERO atau perseroan terbatas perusahaan perseroan
adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan
negara atau PN, yang kemudian demi efisiensi diunbah menjadi
bentul;: perserdan terbatas sesuai dengan undang-undang nomor
1 tahun 1995, vang modalnya seluruh atau sebagian “merupakan

- . . el
milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

3 Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, halaman. 22.
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b. Dasar Hukum pembentukan Perseroan Terbatas

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah asal dgri mana
kewenangan dan kekuatan memaksa dari hukum positif diperoleh. Jadi
bukum yang bersifai mengatur alau mempunyal kekuatan Amemaksa‘ dan
mempunyai otoritas, diperolehnya sumber hukum vaitu misalnya undang-
undang -dasar, petjanjian-perjanjian, undang-undang dan kebiasaan,
Demikian juga halnya dengan hukum perusabaan memiliki sumber
fkum seperti yang disebutkan di bawah ind :

- | Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdL)

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

- Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal,
Undang-undang Perbunkan dan undang-undang lain yang belum
dikodifikasi

- .P_eraturan. Perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai
bentuk peraturan, misalnya peraturan pemerintah, keputusan
presiden, kepuiusan menterl'dan sehagainya

- Kebiasaan dan jurisprudensi

- Fcndapat'para ahli hukum
Tiap-tiap jenis petseroan terbatas memiliki undang-undang yang

dijadikan acuan alau sebagal (.12'1531' pengaturan, yaitu sebagat berikut :

- PT tertutup berdasarkan atas undang-undang nomor 1 tahun 1993

" gerta peraturan pelaksanaannya

e Eatd o (o i i
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- PT terbuka Lerdasarkan atas undang-undang nomof 1 tahun 1995
dan undang-undang nomor § tahun 1995 tentang pasar modal

- PT PMDN berdasarkan atas undang-undang nomor 6 tahun 1968
jo undang-undang nomor 12 ahun 1970 lentang penanaman modal

dalam negeri.

. PT PMA berdasarkan atas uandang-undang nomor 1 tahun 1967 jo _

undang-undang -nomor 11 tahun 1970 tentangg;' penanamat modal
asing
- PT PERSERd berdasarkan atas undang-undang nomor 9 tabun
1969 tentang, bentuk-bentuk usaha negara jo peraturan pemerintah
nomor 12 tahun 1998 tentang pemsahaan perseroan atlau PT
PERSERO

Perlu juga diperhatikan bahwa PT PERSERO adalah badan usaba
milik negara atan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas sehingga
dengan demikian maka ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1995

tentang perseroan ferbatas juga berlaku unfuk PT PERSERQ
Benfuk perseroan terbatas adalah salah satu bentuk usaba yang
paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena
mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat

' . .. , o 38
yang oplimal kepada usaha ilu sendinl sebagai asosiasi modal.

38 pochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung,
1693, halaman. 26,
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¢. Sifat dan Ciri Khas suatu Perseroan Terbatas.
Perseroan terbatas merupakan badan hukum yaitw badan hukum
- mandii vang memiliki sifat dan cit kualitas yang; berbeda dari bentuk
usaha yang lain, yang dikenal sebagal karcklerisiik sualu perseroan
terbatas, vaitu sebagai berikut % :
- sebagai asosiasi modal
- kekayaan dan hutang perseroan terbatas adalah terpisah dari
kekayaan dah hutang pemegang saham
- pemegang s;aham: |
o bertanggung  jawab hanya pada apa yang disctorkan atau
tanggung jawal terbatas
e tidak bertanggung jawab atas kemgiﬁn perseroan melebihi nilai
saham yang telah diambilnya
» fidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama perseroan
- adanya pemisaban fungsi antara pemegang gaham dan pengurus
atau direkst
- memiliki komisaris yan.g berfungsi sebagai pengawas

- kekuasaan tertingei berada pada rapatl umum pemegang saham,

S i ]
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d. Tanggung jawab terbatas dan kemungkinan haﬁusnya tangoung jawab
terbatas.

" Berdasarkan undang-undang, merupakan karekteristik suatu
iacrscman terbatas bahwa tanggung jawab para pemegang saham adalah
terbatas, namun demikian adakalanya bahwa tanggung jawab terbatas dari
pemegang saham tersebut bisa hapus atao hilang, Dalam hal-hal tertentu
tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang-
saham bisa hapus. Hal-hal {ertentu tr;:l'“sebut maksudnya antara lain dpabﬂa
terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang
saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau
perseroan terbatas  didirikan - hanyﬁ semata-mata sebagai alat yang
dipergunakan olch pemegang saham untuk memenuhi tguan p;iba.dhya.m

Jadi tanggung jawab terbatas pemegang saham _haj_)us- atan tidak
berlaku lagi apaﬁh.a |

- persyaratan pe.rserozm terbatas sebagai badan hukum belum atau

tidak terpenuhi

- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung dengan itikat butuk memanfaatkan perseroan semata-

rmata untuk kepentingan peribadi

® Sri Redjeki Hartono, Bentik Kerjasama dalam Dunia Niaga, FH Untag, Semarang, 1980
halaman. 5(. :

AT B T
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- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung  secara melawan hukum menggunakan kekayaan
perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak
cukup untuk melunasi hutang perseroan (pasal 3 ayat l)L

Bila diamati secara febih seksama maka undang-undang nomor
1 tahun .1995 tidak mengatur tentang pertanggung jawaban anggota
direkasi secara eksplisit. Dalam pasal-pasal uridang—undéng perseroan
terbatas tersebut tidak ada dinyatakan dengan tcga.;; atau secara eksplisit
bahwa tanggung jawab clireksi adalah terbatas. Namun demikian,
sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham juga
berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak sec‘ara tegas dinyatakan

dalam pzclsa.lapasalnya.4 ;

Tial tersebut dapat diketahui dari pasal 85 ayat 2 undang-undang -

perseroat te;'batas yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi
bertanggung jawab penub secara pribadi apabila vang bersangkutan
bersalah atag lalai mc;‘;njalankaﬁ mgasnya. Ini sesuai dengan kefenfuan
yang menyebutkan bahwa setiap aﬁggota direksi wajib dengan itikat baik
.dan penuh tanggung jawab menjalankan fugas untuk kepentingan dan

usaha perseroan.

41 gudargo Gautama, Op. cit, halaman 231.
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kemudiar.l diperkuat oleh pasal 90 :ayat 2 undang-undang perseroan
terbatas yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena
kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup
untuk menutupi keruglan akibat kepailitan fersebul, maka seliap anggola
direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Jadi secara acontrario bahwa anggota direksi tidak secara tanggung

renteng  bertanggung jawab  atas kerugian ite. Dengan perkataan lain

bahwa direksi memiliki tanggung jawab yang terbafas, sama seperti

{anggung jawab pemegang saham perseroa.

Hal terscbut dikenal juga dengan istilah piercing the corperate veil
yang sccara harfiah artinya membuka cadar per@roan, yang glalam
Black's Law Dictionary dikatakan merupakan sualu proses peradilan
dimana pengadilan akan mengabaikan kekebalan vang biasa daﬁ
pengurus p.crseroan atau badan dari tanggung jawab atas kesalahan atau
pelanggaran dalam mclakukaﬁ kegieitan perseroan, dan tanggung jawab
pribadi dikenakan kc‘pada kepada pemegang saham, para direktur dan
para pejabat petseroan. |

Di  Amerika adﬁ figa situasi. yang menyebabkaﬁ pengaditan
méngabaikan statuta Perseroan vang dikenal sebagai piercing ‘rhe
corperate veil apabila :

- tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang

saham mempetakukan asset perseroan sebagai harta mercka
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sendliri, serta para pejabat gagal menjaga catatan-catatan/dokumen
vang perfu. -.

- perseroan fidak cukup modal - sedangkan peraturan umum
_menycbulkan bahwa para pemegang saham cukup modal awal
untuk memutupi tiap passiva yang terjadi dalam menjalankan
usaha.

- perseroan diatur ;mtﬁk tujuan-tujuan curang, sebagai contoh
statuta peﬁeroan secara curang dimanfaatkan oleh individu
pemegang saham yang mengalihkén semua Kkekayaannya ke
perseroan, untuk menghindari membayar hutang-hutang pribadi.l--42 _
Sekarang akibat hukumnya bila diperhatikan secara berurutan di

jumpai hal-hal ssbagai berikul :

- perseroan berdiri pada waktu akta pendiriannya dibuat di ﬁotaris

-~ perseroan telah menjadi atau berstafus badan hukum pada saat
disahkan oleli Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia

“ dmllgan diperolehnya status sebagai badan hukum maka tanggung

jawab pemcgang saham menjadi terbatag.

v

4 Todung Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992,
halaman. 89 :

¥ Harsono Adisumarti, Zata cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran
Dasar, Digen AHU Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman & HAM, Jakarta,
1996,
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Dalam hubungannya dengan diteksi selama pendaftaran dan
pengumuman, belum dilakukaﬁ direksi masih harus secara tanggung
renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan
perseroan (pasal 23) | |

Bahwa para pemegangp saham atau pendiri mempuuyai tanggung'
jawab vang terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteﬂ_Kehdkiman
dan HAM artinya perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau
1ﬁc111pc1‘01@h status  scbagai badan hukun setelah akta pendinannya
disahkan oleh Mentesi Kehakiman dan HAM (pasal 1 ayat 6). Akan tetapi
bagaimana halnya sebelum akta pendiriannya disahkan, apakah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh para 1§énc1i1i sebelum perseroan disahkan
sebagai badan hukum menjadi batal sedangkan pérbuatan Lersebut telah
dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan pel,’seroané.M

Apabila perbuatan hukum itu dﬂaliulién oleh para penditi sebelum
perseroan berstatus badan hukum maka ada dua kemungkinan vaitu :

- perbuatan hukum para pendini tetap menjadi tanggung jawab
pribadi masing-masing penditi atas segala akibat yang timbul
(pasal 11 ayat 2)

- perbuatan hukum pendiri tersebut mengikat perseroan setelah

perseroan menjadi badan hukum asatkan perseroan ;

“NG Yuc{ara, Pembahasan atas Makalah Permohonan Pengesahan Pendirian Perseroan

Yerbatas dan Perubahan Anggaran Dasar, Direktur Perdata, 24 Juni 1995,

' uﬁ%jﬁ{‘?““‘h
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o sccara tegas menvatakan menerima semua pefjanfian yang
dibuat oleh penditi atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh
pendiri dengan pihak ketiga

& secara ;egas menyatakan mengambil alih semua hak dan
kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri

- atau orang lain yang ditugaskan ol.e}_i penditi  walaupun
perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan atau

+ moengukuhkan scoara toriulis scmua perbuatan hukum yang
dilakukan atas nama perseroan (pasal 11 ayat 1 )

Dengan status perseroan terbat;s sebagai badan hukum maka sejak
saat itu hukum mempeslakukan pemilik atan pemegang sﬂ1a1n dan
pengurus atau diveksi te1pisa1i dari perseroan terbatas itu senditi vang
dikenal cicngan istilah Seperate Legal Personality, "yaitu sebagai individu
vang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak
mempunyai kepentingan dalam kekayaan 1..)erseroan terb‘atas sehingga
oleh séﬁab itn juga tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang

perusahaan.

Ini dikenal dengan sebutan corperate personality yang essensinya’

adalah suate perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian
berbeda dari orang yang menciptakannfy’a. Maksudnya meskipun bila

orang vang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaanmya tetap

eeeg o =
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memiliki identitas sendiri terlepas dari | adanya pergantian para anggota
pengurus ataupun pemegang  sahamanya. Demikian pula kepentingan
perusahaan tidak berhenti ataupun divlang kembali setiap terjadi
pergantian manager atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Perusahaan dengan tanggung jéwab terbatas tidak hanya
kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja vang terpisah dengan uwang
‘yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga
pemegang, saham perusahaan {idak berlanggung jawab atas hutang-hutang
perusahaan. Perseroan ferbatas bisa mempunyai hagta serta hak dan
kewajiban sendiri terlepas atan texp_isah dari harta serta hak dan kewajiban
yang dirniliki olcl'l para pesero pengurus atau pendiri.

Berkenaan dengan pendirian  sualy perseroan terbatas, undang-
undang menganut suatu prinsip atau asas bahwa perseroan terbatas harus
didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang/badan hulum. Oleh karena
menganul  prinsip éex;janjian maka tidak mungkin pendirian peiseroan
terbatas dilakukan oleh hanya satu orang saja.

Apabila sctelah perseroan terbatas didivikan dan disahkan kemudian
hanya tinggal satu pemegang saham gaja, dalam hal ini undang~undaﬁg,
memberikan tenggang waktu paling lama enam bulanl sejak keadaan
fersebul, .pcmegzmg‘ saham  yang .bersangkulan wajib  mengalibkan
sebagian sahamnya kepada orang léin, Apabila setelah lampau jangka

wakiu enam bulan vang ditstapkan ternyata pemegang saham tetap masih

- .v,..I__._h__.?,!..,..,’m..u.,.....-._._-. g s
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kurang dati dua orang maka doktrin keterpisahan yang dimaksud
diabatkan, 'sehjngga pemegang saham bertanggur;g jawab secara pribadi
atas segala perikatan atau kerugian perseroan. | |

Dengan kala lain pengadilan akan mengabaikan keterpisahan subjek
hukum tersebut apabila setélah perseroan terbatas disahkan sebz;gai badan
hukum, pemegang saham perusahaan menjadi kurang dari dua orang daﬁ
perusahaan masih menjalankan usahanya dengan satu pemegang saham,
maka pemegang saham fersebut bertanggung jawab untuk semua hutang-
hutang perusabaan yang transai;sinya dilakukan setelah waktu enam bulan
tersebut. |

Dengan mempethatikan  ketentuan undang-undang  perseroan
ferbatas  yang berkailan dengan masalah tersebul bagaimana halnya
dengan pengaturan tenfang pemegang saham vang bukan orang tetapi
mempakaxi badqn hukum. Apabila setelah pengesahan perseroan terbatas
}ﬁﬂg tingpal hanya satu orang (orang-perorangan) pemegang saham
dengan senclirinya harus menawarkan sebagian sahammnya kepada orang
lain, tetapi seandainya pemegamg saham tunggal tersebut kurang dati dua
orang itu adalah suatu badan hukum, secara logis badan hukum yang
menjadi pemegang saham tunggal tersebut pun sebenaimya sudah terdiri
dan dua oremg,l oleh karena ilu seharusnya (idak pertu lagi menawarkan
sebagian sahamnya kepada .orang lain, Namun demikian hal tersebut

harus diatur sebagai suatu pengecualian dengan kiiteria yang jelas,
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misalnya vang dibebaskan adalah hanya badan hukum yang merupakan
induk perusahaan atau holding company yang memiliki scluruh saham
_perusahaan dimaksud.

Sélanjulnya yang perlu juga dialur adalah apabila pemegang saham
tunggal vang - bersangkutan, benar-benar tidak | menvadari bahwa
pemegang saham yang tersisa hanya tinggal dia sendiri, sehingga dalam
‘waktu enam bulan yanng ditetapkan dia belum atau tidak bempaya
menawarkan sebagian sahamn&a kepada orang lamn.

Namun vang penting. ;dipertimbangkan adalah latar belakang
peraturan yang dibuat, misalaya untuk mencegah adanya diktator
mavoritas, melindungi pemegang saham minoritas atas kepentingan pihak

ketiga dan juga masyarakat umum.

C. Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia
1. Proses mendirikan Perseroan Terbatas
a. Pembuatan akta pendirian.

Untuk mendirikan perseroan terba.tas‘ha'ms dibuatkan akta penditian
vang otentik dibﬁét.'oieh notaris atau akta notaris dalar'p bahasa Indonesia,
demikian yang disyaratkan ’oleh pasal 7 ayat 1 undang-undang perseroan
terbalas. Taﬁpa adanya akla nolaris maka pendinan perseroan lf:;rba[as
‘t.ersebu.t tidak sah karena kedudukan akta notaris merupakan syarat untuk

berdirinya suatu perseroan terbatas selain sqbagai alat bukti. Tanpa
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adanya akta pendirian maka suatu perseroan terbatas tidak akan mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal 9 ayat 1). Sejak di
tanda tanganinyé akta pendirian, perseroan telah berdiri dan hubungan
antara pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum
memperoleh st'atus hukum.

- Untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas para pendiri harus
menempuh suatu proses pendirian yang sudah ditentukan berdasarkan
undang-undang, setelah diawali dengan pembuatan akta pendirian
perseroan terbatas kemudian kewajiban untuk memohonkan pengesahan
akta pendirian kepada Menteri Kehakiman dan HAM dilanjutkan dengan
pendaftaran dan pengumuman akta pendirian. Dengan adanya undang-
undang perseroan terbatas tahun 1995 maka telah ditentukan jangka
waktu yang harus dipenuhi baik oleh para pendiri maupun pejabat yang
berwenang dalam proses pendirian tersebut.

“ Beberapa persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas menurut
beberapa pasal dalam undang-undang perseroan terbatas 4

. didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal dua
orang (pasal 1 jo pasal 7)
- akta ‘pendirian harus ;iibuat oleh notaris dengan menggunakan

bahasa Indonesia (pasal 7)

¥ Anisitus Amanat, Op,cit. halaman. 21
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jumlah nominal modal dasar minimal dua puluh juta rupiah
(pasal 25) _

paling kurang dua puluh lima persen dari jumlah modal dasar
harus sudah dilempatkan dan sejumlah lima puluh persen dan
modal vang ditempatkan tersebut harus sudah disetor pada saat
perseroan terbatas didirikan, vyaitu - pada saat pendini selesai
menandatangani akta pendirian dihadapan notarts. (pasal 26)

maksud dan fujuan perseroan terbatas tidak boleh bertentangan

" dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 2)

tempat kedudukan perseroan terbatas “harus  dalam wi_'!ayah
Indonesiﬁ (pasal 5)

didirikan  untuk jar.lgka wakly ferfeniu yang dilclapkan dalam
a.ﬁggaran dasarnya (pasal 6)

modal dasar terdiri dasi seluruh nilai nominal saham (pasal 24)

Menuﬁit ketentuan pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor.1 tahun
1993 sebuah akia pendirian sekurang-kurangnya harus memuat :

- | nama lengkap, tempat dan tanggal labir, pekerjaan, tempat tihggal
dan kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum
Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara
Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diﬁcri
kesempatan untuk mendirikan perseoan sepanjaillg undang-ﬁndang

yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan




_atau pendirian perseroan terbatas diatur dengan undang-undang
sendiri, Dari penjelasan itu sudah tampak bahwa undang-undang
perseroan terbatas tidak melarang warga negara asing mendirikan
perseroan terbatas di Indonesia. Warga negara asing dapat
mendirikan perseroan' terbatas di negara kita walaupun demikian
~ perlu ada pembatasan agar jangan sampai terjacii banyak badan
hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas milik warga negara
asing dengan berbagai ragam usaha akan mengakibatkan perseroan
~ terbatas milik warga negara Indonesia usahanya tidak dapat
berkembang karena kalah bersaing. Hal yang demikian ini yang
harus dilindungi, dengan mengutamakan pendirian perseroan
terbatas dari warga negara Indonesia agar perekonomian dalam
negeri dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia se:ndiri.‘16

susunan, nama lengkap, témpat dan tanggal lahir, pekerjaan,
tempat tingal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris
yang pertama kali diangkat

nama pemegang saham yang telah mengambil bagian usaha,
rincian jumlah saham dan nilai nominal atau milai yaﬁg
diperjanjikan .T‘dari saham yang tielah ditempatkan dan disetor pada

saat pendirian.

46 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 7
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b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM.

~Telah ditegaskan dalam pasal 1 undang-undang perseroan terbatas

- bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum., Untuk memperoleh

slatus badan hukum tersebul maka akia pendirian dar perseroan

- terbatas harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan ITAM

(Pasdl 7 avat 6 jo Pasal' 1 ayat 7). Maksud dari pengesahan, dimana

dengan demikian pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu

" perseroan ferbafas yang tujuan melanggar hukuim, bertentangén dengan

kesﬁsilaan dan ketertiban umum dan yang mengandung hal-hal yang

. tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menteri Kehakiman dan HAM berhak menolak atau memberikan
pengesahan akle yang digjukan, pengesahan ini diperiukan jugs unluk
setiap perubahan syarat-syaral perseroan dan untuk memperpanjang

berlakunya perseroan, tanpa pengesahan tak ada perseroan terbatas atau

" perubahan-perabahannya itu. Untuk memperoleh pengesahan Menteri

Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 6
undang-undang  perseroan tetbatas para pendini bersama-sama atau
kuasaniya mengajukan pefmohonan tertulis dengan melampirkan akta
pendirian perseroan. Yang dimaksud kuasa pada ayat ini adalah notaris
alau uraﬁg lyin yang ditunjuk berdasarkan  sural kuasa Khusus.
Pengesahan ini diberikan dalam waktu paling lama enam puluh han

setelah permohonan diterima. Jangka waktu enam puluh hari terhitung

.‘“v...:,‘r.,."_.}“.‘..w_,,..‘,.,,:.-...... e
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sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan
kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam ha! permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan
kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling
lama enam puluh hari.

bengar_] dibatasjinya pengesahan (ialam jangka waktu enam puluh

hari maka diperoleh kepastian bagi para pendiri perseroan mengenai

tanggung jawab pribadi mereka yaitu dalam jangka waktu enam puluh
hari, juga mengenai status badan hukum perseroan dalam jangka wakfu

tersebut.”

c. Pendaftaran dan Pengumuman .

Ketentuan tentang pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar
perseroan 'terbatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat wajib.
Menurut pasal 21 undang-undang perseroan terbatas akta pendirian
yang menurut anggaran dasar yang sudah memperoleh pengesahan

Menteri Kehakiman dan HAM tersebut harus didaftarkan dalam daftar

perusahaan. Lebih lanjut diumumkan dalam tambahan berita negara.
Kemudian dijelaskan bahwa kewajiban pendaftaran atau siapa yang

mendaftarkan dibebankan kepada direksi perseroan, tidak seperti dahulu

41 Tbid, halaman. 37.
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bahwa Kkewajiban pendaftaran dibebankan kepada pemegang saham -
meskipun dalam kenyataaﬁnya direksi pula yang melakukan icewajiban
terscbut. Disarmping itu aparat penerima yang menurut petaturan lama
dilakukan di kepanileraan pengadilan negeri maka syslem undang-
undang perseroan terbatas tfahun 1995 pendaftaran dilakukan dalam
daftar perusahaan vang diatur oleh undang-undang nomor 3 tahun 1982
tentang wajib daftar perusahaar.

Apa .perlunya‘ akta pendirian yang menurut anggaran dasar tersebut
1)61:111 didaftarkan, dalam dafiar perusahaan dan diumumkan dalam
tambahan berita negara. Adapun arti dari pendaftaran pada daftar
perusahaan ity merupakan pengumuman (publikasi) kepada Khalayak.
Biasanya pada waklu pendaflaran dilakukan harus disertai dengan
sepcrangllx'at tindakan akta pendirian yang memuat ahggaran'dasar yang
telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Pgrang,kat tindakan
akta ini harus selalu tersimpan dal'zm;l. arsip daftar perusahaan sebagai
bagian kesatuan dengan pendaflaran itu. Makeudnya agar setiap oraﬁg
dapat melihat anggaran dasar itu dan mengetahui bagaimana Retentuan

yang bertaku terhadap perseroan terbatas yang bersm@uta1i *

18 Ratnawati Prasodio, Polkok-pokok Pembaharuan UUP

T, Direktur Perdata, Jakarta, 1995.
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Perserban tersebut  setelah  didaftarkan  selanjutnya édalalm
mengumunmkannya dalam tambahan berita negara Republik lncloﬁesia.
Kewajiban mengumumkan ini juga dibebankan kepada direksi dalam
waklu yang ditentukan yﬁitu paling lambat figa puluh hari ferhilung
sejak pendaftaran sebagaimana diatur dalam palas 22 undang-undang
perseroan terbatas.

Tentang makna keharusan diumumkan dalam tambahan berita
ﬁcgara, kiranya kita. semua sudah maklum, yaifu sebagai publikasi yang
Jebih jelas lagi. Dalam prakieknya apa yang diumumkan dalam berita

negara itu hanyalah betita tentang telah didirikannya perseroan terbatas

disertai tentang beberapa identitas penting. Mengenai isi selengkapnya

dan akta pendinan yarig {elah disahkan berikut bukii pendafiaran dan
petikan surat keputusan pengesahan menteri yang bersangkutan dimuat

dalam suatu lembaran tersendiri, yaitu apa yang dinamakan tambahan

berita negara tersenditi.

Menurut undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 terdapat

* ganksi apabila ketentuan tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan

mengumuimkan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas
tidak . dilaksanakan, yang dalam pasal 23 ditentukan bahwa “Selama
pendaflaran dan pengumuman sehagaimana Bmaksud dalam pasal 21

dan pasal 57 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng

o ""-'"-"'"-:srv:r:-ﬂ—rrm---n~--‘-w-wwv-- e
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bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan
perseroan.”

Akan tetapi jika mencermati penjelasan pasal 23, kita jumpai
adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa : “Selain sanksi pidana
yang diatur dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan,
pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 undang-undang nomor. 1 tahun

1995 tidak dipenuhi.” *

2. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Akta pendirian ini memuat anggaran dasar dari perseroan terbatas, apa
yang harus dimuat dalam anggaran dasar ini ternyata disamping nama
yang lengkap, tempat dan tanggal lahir, profesinya serta tempat tinggal
juga kewarganegaraan dari pendiri adalah penting. Hal ini dapat
diméngerti karena perlu diketahui status kewarganegaraan sebenarnya
dari perseroan terbatas ini, dan dengan demikian dapat dilihat pula apakah
perseroan terbatas nasional atati‘ perseroan terbatas ini adalah suatu
perseroan terbatas yang didominasi atau dikuasai oleh orang asing. Juga
perlu dimuat susunan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,

tempat tinggal dan juga kewarganegaraan lagi dari para anggota direksi

® Cristine S.T. Kansil, Op. Cit, halaman. 34-35
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dan komisaris yang pertama kali diangkat. Ini juga demi mengetahut
identjtas dan kewarganegarann dari para  pimpinan dan pengurus
perseroan terbatas b.aru ini. Bahwa kewarganegaraan anggota direksi dan
komisaris penting untuk diketahui ialah untuk memastikan bahwa status
daripada perseroan terbatas tersebut adalah nasional atau bukan.
Kemudian harus dicantumkan juga nama-nama pemegang saham yang
mengambil bagian rincian jumlah sahamnya, nilai nominal atau nilai yang
diperjanjikan untuk saham yang telah ditempatkan dan telah disetorkan
pada'_saat pendirian. Juga dinyatakan bahwa tidak boleh dimuat ketentuan
tentang penerimaan bunga tetap atas saham. Inilah yang disebut sebagai
vaste renten yang juga tidak diperbolehkan untuk diberikan atas saham.
Tentunya karenﬁ atas saham ini diberikan deviden, yang tergantung pada
keuntungan menyelu;uh daripada perseroan terbatas yang bersangkutan,
juga tidak boleh ada ketentuan yang memberikan keuntungan pribadi
kepada pendiri atau pihak lain. *

Kemudian dipermasalahkan soal jangka waktu didirikannya perseroan
terbatas ini, pada pasal & dari urlidang-undang perseroan terbatas
menentukan bahwa tidak ada pemabatasan mengenai jangka waktu, hanya

dinyatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang

ditentukan dalam akta pendirian. Jadi ada penentuan waktu.

0 gudareo Gautama, Op.cit, halaman. 29-30
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Dalam sub d pasal 12 dinyatakan mengenai besatnya jumlah modal
dasar, modal yang.ditempatkan dan modal yang disetor, jadi authorized
capital, place capital, dan paid up dalam anggaran dasar ini, mi‘sa]nya
jumlah modat dasar harus tidak lc;urang dua puluh jula.rupiah @asal 25
ayat 1), kemudian modal yang ditempatkan harus tidak kurang dari dva
i)utuh lima persen dari modal perseroan, jadi sekitar lima juta rupiah
(pasal 26 ayat 1), dari'ini harus telaly disetor minimal lima puluh persen,
},}aim dua juta lima ratus ribu rupiah.

Juga harus dimuat dalam anggaran ‘dasar ketentuan mengenai tata cara
pemilihan, “pengangkatan, pemberhentian anggota direksi dan komisalis,
lazimnya pejabat-pejabat ini yang mengurus suatu persetoan terbatas
diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam prakiek ada juga pcrsf:roeu;
yang membatasi kemungkinan wntuk memilih direksi dan komisaris ini
hanva dari calon-calon yang diajukan oleh para pendiri. Susunan jumiah
dan nama anegota direksi dan komisatis hatus juga dicantumkan dalam
anggaran dasar, " apabila pc:ng;isiam‘iya. berkurang berapa anggota direksi
dan koxlnisaris, berikut untuk pertama kali juga nama pejabat-pejabat dala
pimpinan  perusahaan. Untuk penyelenggaraan‘ RUPS pe_rlu- juga
ditentukan tempat tata caranya. Jadi anggaran dasar misalnya harus
menentukan bahwa Semarang adalah tempat dimana RUPS ini diadakan,
lazimnya (li tempat kedudukan perseroan bersangkutan. Bagaimana pntuk

memanggil suatu RUPS, baik yang blasa maupun yang diluar biasa
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antaranya pemasangan iklan, pemberitahuan agenda, diperlukannya

quorum dan sebagainya.

3. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS ( pasal 14
ayat 1), untuk mengadakan perubahan ini diadakan usulan yang
dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan
RUPS (pasal 14 ayat 2). Lazimnya ada acara tertentu untuk perubahan
anggaran dasar ini dan harus ada quorum tertentu.SI

System sekarang ini adalah bahwa hanya perubahan tertentu daripada
anggaran dasar harus dapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM
dan didaftar aalaln daftar perusahaan serta diumumkan dalam lembaran
berita Negara. Dalam system fama semua perubahan anggaran dasar harus
mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan
dalam tambahan berita Negara. Sekarang ini diadakan pembedaan yaitu
hanya perubahan tértentu saja yang memerjukan persetujuan dari Menteri,
yang' lainnya hanya dilaporkan. - Cara mengadakan perubahan anggaran
dasar adalah dengan akta notaris dan memakai bahasa Indonesia. Ini
selalu diisyaratkan, boleh dikatakan apa-apa yang dibuat berkenaan

dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar ini harus dilakukan

51 1bid, halaman. 42
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dengan akta notaris agar otentik dan dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak
mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Berhubung banyak
perseroan terbatas yang berstatus PMA, keharusan memakat bahasa

Indonesia menjadi relevan juga.

Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar ialah sejak tanggal
persetujuan diberikan (jika memang untuk ini diperlukan persetujuan dari
Menteri), karena tidak meﬁerlukan pengesahan, berlaku mulai sejak
tanggal pendaftaran di daftar perusahaan. Ketentuan bahwa perubahan
anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan pailit kecuali

dengan persetujuan curator (pasal 18).52

4. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Menteri Kehakiman dan HAM berhak menolak atau memberikan
pengesahan akta -yang diajukan, pengesahan ini diperlukan juga untuk
setiap perubahan. syarat-syarat perseroan terbatas dan untuk
memperpanjang bérlakunya perseroan ferbatas, tanpa pengesahan tidak
lada perseroan  terbatas  berikut perubahan-perubahannya.  Syarat
pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM itu dipandang perlu untuk

menjaga supaya pendirianperseroan terbatas tersebut tidak bertentangan

% Ibid, halaman. 44 -
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dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum,
atau undang-undang.

.Menten' Kehakiman dan HAM memberikan pengesahan berdasarkan

ketentuan-ketenluan scbagat berikut -

a. harus nyata Dbahwa perseroan Yyang bersangkutan  tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, untuk it
harus diselidiki- dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam
anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.

b. akta pendirian tidak boleh memuat Jperanu'an-peramran atan
ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di
dalam pasal-pasal undang-undang petseroan terbatas, misalnya
lidak disebulkan berapakah jumlah modal perseroan.

c. dari akta harus nyata bahwa pendiri pertama bersama-sama telah
menetapkan (berjanii ményetc;r) sedikit-dikitnya seperlima dari
modal perseroan atau modal dasar.

d. dari sumber-sumber resmi yang dapal dipercaya diperoleh cukup
alasan untuk menduga bahwa para pendirl tidak bertindak sebagai
Kkedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.

e. perscroan terbatas yang bersangkutan berkediaman di Indonesia

Bilamana semua sydml*bydml ini ternyaia dipenubi, barulah Menleni

I{ehaklman dan JIAM berwenang mengesahkan ahta termaksud Jika

pengesahion ity ditolak, haruslah alas an-alasannya diberitahukan kepada
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pemohon kecuali jika dianggap kurang layak memberitahukan, misalnya

apabila para pendiri berkedok nasional, sesungm1mjfa mercka adalah

pesuruh-pesuruh orang asing. Selain Menteri Kehakiman dan FHAM dapat

menolak pengesahan lersebul, beliau juga dapat memberikan pengesahan
bersvarat, yaitu bahwa perseroan itu sangup dibubarkan manakala oleh
Menteri Kehakiman dan HAM dip;mdang perlu untuk kepentingan unam.
Apabil_g pengesahan itu diberikan tnapa syatat, maka perseroan terbatas
yang bersangkutan tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Menter
Kehakiman dan HAM kecuali atas persetujuan Mahkamah Agung clengan
alasan bahwa para pengurus lalai memenuhi ketentuan dan syarat-syarat
dapat terjadi suatu perseroan terbatas yang sudah didirikan dengan akta
notaris, belum memperoleh pengesahan datl Menteri Kehakiman dan
IIAM, tetapi felah melakukan usahanya dalam bidang perdagangan.

Palam hal ini menurut pendapat umum pesero penditi yang bertanggung

jawab secara tanggung menanggung. Apabila kelak dikemudian hari

pengesahan ini  diperoleh maka hal tersebut tidaklah sulit karena

perseroan terbatas dianggap berdiri mulai saat dibuat akta notaris, pihak

pesero pendiri diwajibkan mendaftarkan seluruh akta pendirian beserta

pengesahan  pemerintah dalam daftar perusahaan di wilayah tempat

PPN - P
perseroan (erbalas iy didhnkan,”

3 abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesta, Citra Aditya Bhakdi, Bandung,

1996, halaman 57.




Kelalaian syarat pendaftaran dan pengumuman dapat mengakibatkan

para peser¢ mempunyai pertanggung jawaban penuh sama dengan pesero-

34
pesero firma.

Menurut undang-undang perseroan terbatas untuk memperoleh
pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dalam pasal 7
ayat 6, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan
permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan,
pengesahan ini diberikan dalam jangka waktu paling lama enam puluh
hari setelah permohonan diterima. J'émgka waktu enam puluh hari
terhitung sej'ak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi
syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan i(etentuan yang
berlaky. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam
waktu enam puluh hari.

~ Dengan dibatasinya pengesahan dalam jangka waktu enam puluh hari
maka diperoleh kepastian bagi para pendiri perseroan mengenai tanggung
jawab pribadi mereka yaitu dalam jangka waktu enam puluh hari dan juga

mengenai status badan hukum perseroan dalam jangka wakfu tersebut.

** Christine 8.7, Kansil, Op,cit, halamarn. 54-56
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5 Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas

Ketentuan tentang pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar
ﬁet'seroa.n terbatas merupakan ketentuan yang bersifat wajib yang diatur
dalam pasal 21 dan 22 undang-undang perseroan terbatas, hanya saja ada
perubahan yang mendasar tentang lembaga yang melakukan pendaftaran
akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas.

Kglau dahulu pendaftaran itu harus dilakukan dalam register wmwm
ﬂrang disediakan di kepamteraan pengadilan negeri di tempat kedudukan
perseroan terbatas, maka saat ini diatur dalam daftar perusahaan, Dalam
pasal 21 ayat 1 yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 3 tahun
1982 lentang wajib daflar perusahaun.

I.Tndang-und;ng nomor 3 tahur; 1982 fentang wajif; daftar perusahaan
dalam pasal 1 hwuf a tentang ketentuan umum menentukan vang
dimaksud dengan daftar pemsaﬁaan adalah
“« daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan
ketentuan undang-undang uu dan atau peraturan-peraturan pelaksananya,
dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh sctiap perusahaan serta
disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran

55
perusabaan.”
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Adapun lembaga yang mengelola daftar perusahaan seria melakukan
pendaftaran menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib
daftar perusahaan adalah departemen perdagangan dan perindustrian ¢/q
kanlor dinas perindustrian dan perdagangan (i daerah tingkal I se-
Indonesia.

Hal terscbut dapat diketahui dari bunyi pasal 1 buruf ¢ tentang
ketentuan umum undang-undang nomor 3 tahun 1982 vang berbunyi :
"Menteri  adalah  menteri . yang  berlanggung jawab dalam bidang
perdagangan.” Sel;'mjumya juga dapat diketahui dalam penjelasan umum
atas undang-undang nomor 3 tahun 1982 kalimat terakhir yang berbunyi :
“Pengaturan pemyelenggaraan dan -pclaksanaan wajib daftar perusahaan
menurut  undang-undang  ini  dilakukan oleh pemerintab  dalam hal
departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

Menurat ketentuan dalm pasal 21 ayat 1 huruf a undang-undang

perseroan terbatas, yang wajib didaftarkan adalah akta pendirian beserta

sural pengesaban Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud

56
dalam pasal 7 ayat 6.

56 Ridwan Widyadharma, Hukwum Perseroan 1 wrbatas, Undip, Semarang, 1995, hataman 50.




Pelaksanaan pendafiaran tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan pendaftaran perusahaan perseroan terbatas dalam kaitannya
dengan undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 yang diterbitkan
oleh deparlemen perindusitan dan  perdagangan, direktorat jenderal
perdagangan dafém negeri, direkto..i'at pendaftaran perusahaan tanggal 13
Mei 1996.

Ketentuan tentang kewajiban untuk mengumumkan ak(a pendirian

boserta anggaran dasar perseroan terbafas yang sudah disabkan oleh

NMenteri Kehakiman dan HAM dan sudah didaftackan { pasal 22 ayat 1)
ditentukan tentang batas waktu bagi dircksi perseroan untuk mengajukan
permohonan pengumuman akfa pendirian perseroan terbatas (pasal 22
ayal 2) yaitu paling lambat tiga pulub har terhitung sejak pendallaran.
Undang-undang perseroan terbatas talhun 1995 memberikan sanksi
apabila  ketentuan  tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan
mengumutnkan akta pendirian dan anggaran dasar persercan terbatas

) ) 57
tidak dilaksanakan.

57 gusantvo Hadhikusumo, dan Soemantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk

Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, halaman. 35.

i ey . . .- e e o s .m."mWWM!mﬂ‘_THW:"—T—m_
| 3 I i
. i : |
: i - i .
i Do Y
. ; i 4 3 R
o4 b .




73

Akan tetapi jika mencermati penjelasan pasal 23 undang-undang
perseroan terbatas tahun 1995 akan dijumpai adanya ketenfuan yang
menyebutkan bahwa : “Selain sanksi pidana yang diator dalam undang-
undang tenlang wajib daflar perusahaun, pasal ini mengatur sanksi perdata
dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dala pasal 21 dan 22 undang-
undang nomor 1 tahun 1995 tidak dipemshi.”

Adapun sanksi pidana vang dimaksud oleh penjelasan pasal 23
tersebut adalah diatur dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35
undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
Bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 32 ayvat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Barang siapa

-yang menurut undang-undang ini dan alaw peraturan pelaksanaannya

diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang
dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda
selinggi-tingginya tiga juta rupiah.”

Pasal 32 avat 2 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini merupakan kejahatan

Pasal 33 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Barang siapa
melakukan alau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau Gdak

lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan
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selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setingei-tingginya satu juta
lima ratus ribu rupiah.”

Pasal 33 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Tindak pidana
(ersebul dalam ayat 1 pasal ini merupakan pelanggaran.”

Pasal 34 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1982 : “Barang siapa
tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan atan
peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk mengha;lap atau  menolak
untuk menyerahkan atan  mengajukan  suatu persyaratan  dan  atav
keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua bulan ataw pidana

dengan setinggi-tingginya satu juta rupiah.”

Pasal 34 ayal 2 undang-undang nomor 3 fahun 1982 : “Tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini merupakan pelanggaran.”

Pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 3 {ahun 1982 : “Apabila tindak
pidana scbagaiman;t dirnaksud dalam pasal 32, pasal 33 dan pasal 34
undang-undang ini dilakukan oleh suaiu badan hukum, penunfutan pidana
dikenakan dan pidana dijatubkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa
darti badan hukum.”

Pasal 35 ayat 2 undang-undang oot 3 tahun 1982 : “Ketentuan ayat 1
pasal ini diperfakukan sama (erhadap badan hukum yang bertindak

sebagai atan pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.”

o S
! ke ‘
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Sanksi tersebut merupakan upaya paksa, agar para pengusaha bersedia
memenuhi aturan pendaftaran perusahaan, jika tidak ingin dijatuhi hukuman

pidana yang dapat berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat

D. Proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM
1. Pengertian SISMINBAKUM
SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) merupakan
sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian
suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
SISMINBAKUM merupakan sistem administrasi badan hukum yang
terbaru dalam proses pengesahan zihggaran'dasar perseroan terbatas.
Sistem ini 'menggunakan teknologi komputer yang dapat diakses oleh para
notaris di seluruh wilayah Republik Indonesia. |
SISMINBAKUM dibangun berdasarkan hasil pengamatan Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum selama kurang jebih 2 tahun
terhadap lingkungan kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum dalam penyelesaian proses pengesahan badan bhukum. Hasil

pengamatan tersebut adalah sebagai brikut :

S press Release Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manysia R1

PTPUSTAR Bl
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bahwa sistem Jama (manual) sangat tertutup, tidak transparan,
relatif lama, sering melebili jangka waktu 60 hari (undang-undang
perseroan terbatas nomor 1 tahun 19935 tentang perseroan terbatas),

dan dipenubi unsur korupsi, kolusi, dan nepolisme,

b. Dahwa sistem lama (manual} sangat tidak mendukung langkah

pemerintah uniuk memberantas KKN sejalan dengan Ketetapan
MPR-RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

:.')

Bahwa sistemn lama (manual) telah menyubufkan praklil{ suap,

kolusi dan korupsi yang sulit dibuktikan walaupun Kenyataan

lersebul  ada. Hal ini  disebabkan  prakik fersebut  sudah

dilaksanakan secara terorganisasi selama kurang lebih 30 tahun

d. Bahwa sistem lama (manual) telah menimbulkan inefisiensi dan
biaya tinggi (highly cost}) seria menghambat proses pemulihan
ckonomi terutama dalam Penanaman Modal Asing. Nilai il
terbulti lebih tinggi dad nilai nominal biaya yang harus
dikeluarkan pengguna jasa hukum

c. Bahwa sistern lama (manual) telah menimbulkan distorsi informasi

i kalangan masyarakal pengguna pelayanan jasa hu}mm ferulama

mengenai biaya penyelesaian pax{gesahan suatu anggaran dasar

perseroan  ferbatas. Distorsi  informasi  tersebut  sering
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mendiskreditkan pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia khususnya Direktorat Jenderal ~Administrasi Hukum
Umum sedangkan para nolaris sebagai pejabat umum yang
langsung berurusan dengan pengguna jasa hukum hémpir tidak
pernah tersentuh oleh kritik dan tuduhan miring dari masyarakat.

f. Bahwa sistem lama (manual) telah menciptakan iklim kerja yang
tidak sehat dan telah menimbulkan kecemburuén sosial di

- .59
kalangan pegawal.

2. Kelebihan SISMINBAKUM

Pemberlakuan SISMINBAKUM memberikan  keuntungan-keuntungan

sebagai berikul' :

a. terciptanya efisiensi dan kepastian hukum penyelesaian permohonan
pengesahan badan hukum :

b. terciptanya traﬁsparansi dimana seluruh keterangan atau data mengenai
tarif atau biaya yaﬁg sebenarnya (resmi) yang harus dikeluarkan oleh para
pengguna jasa pelayanan jasa hukum dapat diketahui oleh masyarakat
luas terutama dunia usaha :

c. terciptanya akuntabilitas publik dimana dengan  transparansi

tersebut tidak ada lagi celah sedikitpun bagi oknum pejabat  di

% Dirjen AHU Depkeh & HAM, Jakarta, 6 Maret 2001,

T T R I TR " P . . - T Rs——— e
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lingkungan Direktorat Jenderal administrasi Fukum Unmum dan
oknum notaris unt‘uk menyembunyikan informasi atau data, atau
memerikan  informasi atin  data vyang dapat menyesatkan
masyarakal pengguna jasa pelayanan hukum :

terciptanya profesionalisme di kalangan pegawai Direktorat
jenderal Administrast Hukum Umum dimana seluruh pegawai
SISMINBAKUM akan memperoleh ketrampilan dalam bidang
komputerisasi  administrasi badan hukom menghadapi era
pcrdagang;n bebas.

SISMINBAKUM merupakan cara lain unmlg memperkuat dan
mewujudkan  Makiumat 12 Februari 2001 dari  Menteti
Kehakiman Jdan Hak Asasi Manusia yang bersih dan berwibawa;
Turut meningkatkan samber pedapatan negara dari sekior pajak
karena  tramsaksi para Notads dilaksanakan secara lebih
tl'anspara.n, terukur, dan akurat;

Te_rbipl*anya peranan arus informasi dari pusat kedaerah melalui
SISMINBAKUM vang dengan sistem lama (manual) hampir sulit
diweujudkan,

Terciptanya keamanan petlakuan dan kesempatan antara Notatis
yang berkedudukan di iu.ar daerah Jakarla ldan Notarls yang
berkedudukan di Jakarta yang dengan sistern lama (manual) masih

terdapat perbedaan perlakuan dan kesempatan karena dalam

-
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praktik pelayanan jasa hukum terutama pengesahan badan hukum,

yang paling dekat dengan kekuasaan adatah pemegang monopoli |

dalam segala hal.

3. Kelemahan SISMINBAKUM

Hambatan dalam proses pengesahan Akta Pendirjan Perseroan

Terbatas vang dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan dalam
keputusan Menterd Kehakiman Nomor M.G1-PR.08.01 Tahun 1996,
berdasarkan pengalaman selama ini, sulit untuk diselesaikan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 Undang—unddng Nomor 1
Tahun 1995, yakni dalam wakt paling lama 60 (enam puluh) hari setelah
~ .pcmuhunan diterima. Hambalan terjadi antara lain karena:
a. Permohonan yang masuk setiap hari jumlahnya sangat' banyak
(mencapai ratusan dokumen).
b. Rumitnya atau banyaknya unsur-unsur dari persyaratan atau

permohonan yang harus dikoreksi secara manual oleh para

petugas yang jumle h;iya relatif tidak scimbang dibanding dengan
jumlah permohénan yang diterima. Keadaan vang demikian
mendorong Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
uniuk mencari solusinya yakni dengan memanfaatkan kecanggian
teknologi (sarana elektronik) sehingea tidak merugikan pihak-

pihak yang berkepentingan.
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4. Petunjuk Teknis Pembeslakuan SISMINBAKUM

Bahwa untuk menindaklanjuti képutusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2000 Tentang
Pemberlakuan Sisminbakum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman dan {Iak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan | Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Taﬁt
(Cara Pengajuan  Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan
Persctujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, serta
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M. 02.HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara
Penyampain  Laporan Akla Perubshan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas dipandang perta mengeluarkan Surat Ldaran Direktur Jendral
Administrasi Hukom Umunm, sebagai berikut :60
. Bahwa SISMINBAKUM berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Maret
2001 de;:lgan demikian ferhitung sejak tanggal 1 Maret 2001
permolionan pengeéahan akta pendirian Perseroan Tetbatas
permohonan persefujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan

Terbatas dan penyampaian laporan akta Perseroan Terbatas yang

diajukan secara manual lelah ditutup.

6 gyeat Edaran C.UM.O} 10.23/2001 Tentang Pelaksanaan Teknis Sisminbakurm.
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pemberitahuan perubahan pemegang saham, pemberitahuan perubahan susunan
pengurus, dan pembubaran perseroan dilakukan dalam Format Isian Akta Notaris
Nomor 3.

Keterangan dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model I yaitu berupa

salinan akta pendirian perseroan bermaterai yang dibuat sesuai dengan ketentuan -

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Foto copy nomor pokok wajib pajak
atas nama persroan yang telah dilegalisir notaris yang berangkutan. Bukti
pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian PT dalam Tambahan Berita
Negara dari Kantor Percetakan Negara, Bukti pembayaran penerimaan negara bukan
pajak untuk biaya peiayanan jasa hukum sesuai dengan PP No. 26 Tahun 1999
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen
Kehakiman dan HAM serta bukti setor modal dari bank,

Dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi ﬁerkait yaitu foto copy surat
persetujuan pénanaman modal dari badan koordinasi penanaman modal khusus bagi
perseroan dengan fasilitas penanaman modal, foto copy Peraturan Pemerintah yang
menjadi dasar pendirian PT persero khusus bagi Pﬁ‘ persero, foto copy Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN mqngenai penetapan modal perseroan,
penunjukkan anggota direksi dan komisaris, khusus bagi PT persero yang
bersa;ngkutan, foto copy izin prinsip pendirian bank dan Bank Indonesia, khusus bagi

PT di bidang perbankan, surat rekomendasi dari Departemen Koperasi dan

™ Pengecckan Nama Pada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia,

hitp://www.sisminbakum.com/html/not/chkdata.asp.
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Pembinaan Pengusaha Kecil atau kantor 'wilayah Departemen Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil até.u Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha
Kecil bagi perseroan yang pendirinya adalah koperasi, iklan dalam surat kabar harian
yang memuat pengumuman tentang penyetoran saham selain uvang. Dokumen
sebagaimana tersebut di atas wajib dilegalisir oleh notaris bahwa dokumen tersebut
sesuai dengan aslinya.

Keterangan dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model 1T berupa
salinan akta pendirian perseroan bermaterai yang dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Foto copy nomor pokok wajib pajak
atas nama perseroan yang telah dilagalisir notaris yang bersangkutan. Bukti
pembayaran uaﬁg muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam lambahan
berita negara dari Kantor Percetakan Negara. Bukti pembayaran penerimaan negara
bukan pajak untuk biava pelayanan jasa hukum sesuai dengan PP No. 26 Tahun 1999
tentang tarif atas jenis penerimaa_r‘l negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen
Kehakiman dan HAM serta bukti setor modal dari bank.

Dokumen pendukung yang diperfukan dari instansi terkait yaitu foto copy-
Peraturan  Pemerintah yang' mendasari  peningkatan atau pengurangan modal
perseroan khusus bagi PT persero (apabila ada peningkatan atau pengurangan modal).
Foto copy surat perselujuan penanaman modal dari badan koordinasi penanaman
modal l_chusus bagi PT dengan fasilitas penanaman modal asing yang belum
berproduksi komersial atau perubahan PT non fasilitas menjadi PT dengan fasilitas

penanaman modal. Surat rekomendasi dari Departemen Koperasi dan Pembinaan
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Pengusaha : Kecil atau kantor wilayah Departemen Koperasi dan Pembingan

Pengusaha Kecil atan Departemén Koperasi dan Pembinaan Péngusaha Kecil bagi

pefseroan y;rang penditinya adalah koperasi. Tklan dalam dua surat kabar harian yang '

famuat pengumuman {entapg penyeforan saham selaip uang. Dokumen sebagaimana

Ps:] sebut dntas wajib dif agaljsit oleh notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan
aslinya. !

Keterahgan dokunje;n pendukung Iaporan akta perupahan gnggarap dgsar PT,
yajtu surat penyampa;an Japoran akta perubahan anggaran dasar perseroan dari
notaris yang bersang,}\ ujan. Salinan 'lkta perubahan anggaran d’}sar PT. Bukti setora,n
modal darji bank atau neraca akhir perseroan (apabila terdapat peningkatan madal
disetor). B;ukti pembayaran ugng muka pengumuman akta perybahan perseroan dajam
Tambahan: Berita Negara dari Perum Percetakan Negara. Bukti pembayaran
peiﬁeri maz;m negara hu%(qn pujﬁk dari Direktorat Jenderal Admipistrasi Hukum Umumn.
Neraca aEhir perusahaan dalam hal tefdapat penyetoran saham dengan cara inbreng.
Pengumuﬁmn di 2 surat kabar harian apabila terdapat penyeforan saham dalam bentuk
benda tidak bergérak, penyetoran saham yang berasal dari inbreng saham, penyetoran
saham yai‘tg terjadi akibat komi)ensasi piutang pemegang saham, penggabungan usaha
(merger): yang cukup dilaporkan pada Departemen Kehakiman danHAM. Surat
perjanjlan (bagr PT yang penyetoran sahamnya berasal dari kompensasi piutang

pemegang saham). Raneangan penggabungan usaha dan akta penggabungan dalam

hal terdapat penggabungan usaha (merger).

{ - - St RTS8
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Dokumen pendukung Format [sian Akta Notl;:lris Model I dan I adalaﬂ dokumen
yang wajib dilcngka;;i dalam pengisian Format Isian Akta Notaris Model | dan 11 7
Dokumen-dokumen diatas adalah dokumen pendukung yang mutlak harus dipenuhi
dalam setiap pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian PT atau pengajuan
permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan, penyetoran
sahamnya dilakukan dalam bentuk inhreng perusahaan maka selain harus dilengkapi
dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model 1 juga harus dilengkapi
dengan neraca akhir perusahaan yang bersangkutan yang diinbrengkan ke dalam
perseroan dan pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai
penyetoran saham bentuk inbreng perusahaan ke dalam perseroaﬁ.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan atau permohonan
persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, penyetoran sahamnya
dilakukan dalam bentuk lain selain uang maka selain harus dilengkapi dokumen
pendukung Format Isian Akta Notaris Model 1 atau II juga harus dilengkapi
pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham
dalam bentuk benda tidak bergerak dan bukti penilaian oleh ahli yang tidak terikat

pada perseroan.

7 Lampiran 11l dan 1V Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M-01.11F.01,01. Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001.




120

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan atau permohonan
persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, penyetoran sahamuya
dilakukan dalam bentuk inbreng saham maka selain harus dilengkapi dokumen
pendukung Format Isian Akta Notaris Model I atau II juga harus dilengkapi dengan
pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham
dalam bentuk inbreng saham perseroan lain ke dalam perseroan.

Dalam hal permohonan peréietujuan akta perul:)ahan anggaran dasar perseroan,
penyetoran sahamnya dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk  tagihan
tertentu maka selain harus dilengkapt dengan dokumen pendukung Format Isian Akta
Notaris model Il juga harus dilengkapi pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang
memuat mengenai penyetoran saham yang dilakukan dengan cara kompensasi
bentuk-bentuk tagihan tertentu dan surat perjanjian yang timbul akibat terjadinya
penyetoran saham vang dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan
tertentu.

Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan

penyetoran sahamnya dilakukan dengan kapitalisasi laba ditahan dan atau kapitalisasi

cadangan umum maka selain harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian -

Akta Notaris Model 1l juga harus dilengkapi dengan neraca akhir perseroan yang
telah diaudit oleh akuntan.

Dala’m hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan
penyetoran sahamnya dilakukan dengan penilaian kembali aktiva tetap maka selain

harus dilengkapi dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II juga harus
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dilengkapi Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengesahan neraca
penyesuaian dalam rangke penilaian kembali aktiva tetap dan neraca akhir pers‘jaroan
yang telah di audit oleh akuntan.

Dajam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan
dilakukan dalam rangka penggabungan maka selain harus dilengkapi dokumen
pendukung Format Isian Akta Notaris Model 11 juga harus dilengkapi pengumuman
daalam 2 surat kabar harian yang memuat ringkasan rancangan penggabungan dan
rancangan penggabungari serta akta penggabungan.

Dalam hal permohonan persetuj'uan akta perubahan anggaran dasar perseroan
dilakukan dalam rangka pengurangan modal perseroan maka selain harus dilengkapi
dokumen pendukung Format Isian Akta Notaris Model II juga harus dilengkapi
pengumuman dalam 2 surat kabar harian yang memuat mengenai pengurangan modal
perseroan dan pengumuman dalam berita negara yang memuat mengenai hal yang
sama.

Akta pendirian PT adalah akta yang dibuat dihadapan notaris yang berisi
keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan PT
beserta anggaran dasarnya. Sedangkan akta perubahan anggaran dasar yang harus
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM adalah akta perubahan
yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keputusan RUPS yang berisi perubahan

ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap PT, jangka waktu,

7 Keputusan Direktur Jenderal Administrast Hukum Umum Nomor : C-1.HT.01.01.Tahun 2001
Tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris Model I dan II untuk Perseroan Terbatas
Tertentu. Depaartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubblik Indonesia, Jakarta, 2 Maret 2001,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Prof DR. Romli Atmasasmita, SH.LLM.
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maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal perseoan dan perubahan
status perseroan terfutup inenjadi perseroan terbuka atau sebaliknya dan akta
pendirian PT atau akta perubahan anggaran dasar PT diatas harus mendapat
pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Untuk memperoleh
pengesahan tersebut notaris harus mengajukan permohonan pengesahan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronis
dengan mengisi FIAN Modei I atau FIAN Model II dengan dilengkapi dokumen
pendukung secara elektronis dengan mengisi formulir.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian PT atau persetujuan akta
perubahan anggaran dasar PT terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Modeli [ dan
1I dan atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap maka Menteri atau pejabat
yang ditunjuk mémberitahukan secara elektronis kepada notaris yang bersangkﬁtan
untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung paling lama
30 hari sejak tanggal pemberitahuan. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Menteri atau pejabat yang ditunjuk
langsung tidak keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau
persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT tersebut secara elektronis.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pemnyataan tidak

_keberatan, notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat

permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran
dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi salinan akta pendirian

perseroan, nomor pokok wajib pajak atas nama perseroat, bukti pembayaran uang
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muka pe.ngumuman akta pendirian perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari
Kantor Perceta_l{én Negara, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan
bukti setor modal dari bank.

Khusus untuk pengesahan akta pendirian PT atau persetujuan akta perubahan
aggaran dasar pT tertentu, yaitu PT dalam rangka penanaman modal asing,
penanaman modal datam negeri, PT persero, PT bidang usaha perbankan, PT yang
pendiri atau pemegang sahamnya terdapat koperasi atau yayasan, selain melampirkan
dokumen pendukung juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
diperlukan dari instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan undang-undang yang
berlaku,

Apabila Scmt‘ia ketentuan tersebut telah dipenuhi, Menteri Kehakiman dan HAM
paling singkat dalam waktu 3 hari atau paling lama.‘.dalam waktu 7 hari menerbitkan
Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum atau persetujuan akta perubahan
anggaran dasar P'T vang ditanda tangani sccara elektronis, tetapi apabila ketentuan
diatas tidak dipenuhi Menteri Kehakiman dan HAM langsung membetitahukan
kepada notaris yang bersangkutan secara elektronis dan pernyataan tidak keberatan
sebagaimana dimaksud menjadi batal dan dicabut kembali. Dalam hal pernyataan
tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui notaris dapat
mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan

varan dasar PT tersebut.

=

akta perubahan ang
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Pemeriksaan terhadap FIAN Model I dan II yang diisi notaris, ketentuan
mengenal nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap PT, jangka waktu, maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal PT fnenjadi kewenangan dan tanggung
jawab Menteri. Menteri Kehakiman dan HAM tidak berwenang dan bertanggung
jawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dan
karenanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab notaris yang bersangkutan. ®

Akta perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri
Kehakiman dan HAM adalah .akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris
berdasarkan keputusan RUPS ‘sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam
ketentuan UUPT adalah yang berisi perubahan tertentu selain ketentuan mengenai
nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap PT, jangka waktu, maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau pengurangan modal perseroan dan
perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
Kesemuanya itu diajukan oleh notaris kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umun} yang diajukap secara elektronis
dengan mengisi FIAN ModelYIII yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini dengan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis.

| Dalam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT terdapat
kesaléhan dalam pengisian FIAN Model 111 dan atau keterangan dokumen pendukung

tidak lengkap maka Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk

™ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M-01.HT.01.01. Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
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memberitahukan secara elektronis kepada notaris yang bersangkutan untuk
mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 14
hari sejak tanggal pemberitahuan, apabila dalam jangka tersebut notaris yang
bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung
maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Apabila penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT sudah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman
dan HAM atau pejabat yang ditunjuk langsung mencatat laporan akta perubahan
anggaran dasar PT tersebut ke dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, segera setalah pencatatan laporan akta perubahan telah dilaksanakan,
Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk pada hari itu juga
menerbitkan surat penerimaan laporan akta pe;'ubahan anggaran dasar PT yang
ditanda tangani secara elektronis dan kebenaran akta perubahan anggaran dasar PT
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. 50

© Setelah akta pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan
HAM maka wajib didaﬂafkan, kewajiban pendaftaran dibebankan kepada direksi
perseroan, Pendaftaran sebagaimana dimaksud harus dilakukan paling lambat dalam
waku 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan atau setelah tanggal penerimaan

laporan.81 Pelaksanaan pendaftaran‘ tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk

? Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M-02.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas. Jakarta 31 Januari 2001. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. Prof. DR. Yusril Thza Mahendra.

8! Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, Novarindo Persada, Jakarta, 2000

|UPT-PUSTAK-UNBIP]
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pelaksanaan pendaftaran perusahaan PT dalam kaitannya dengan UUPT yang
diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Neger, Di}'ektorat Pendaftagan Perusahaan Tanggal 13 Mei
1996. |

Untuk mengurangi beban aparat pengadilan dengan tugas-tugas non-justitia! maka
perancang ﬁndang-undang telah mengalihkan beban pendaftaran pada aparat yang
telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, disamping itu
pengalihan pendaftaran dari Pengadilan Negeri ke Departemen Perindustrian dan
Perdagangan adalah untuk jangka panjang, diharapkan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan dapat mengumpulkan semua data yang ada kaitannya dengan
perdagangan sehingga apabila suatu ketika sudah terkomputerisasi secara menyel Lll'.uh
maka setiap orang dapat melihat data dari World Trade Cenfer yang ada di setiap
kota, atau bahkan mungkin perusahaan diluar negeri yang menginginkan patner kerja

di Indonesia dapat mengakses data yang diperlukan.

Namun pelaksanaan pendaftaran ini seringkali tidak diindahkan oleh para direksi

perseroan, padahal Tanda Daftar Perusahaan hanya berlaku untuk waktu 5 tahun saja,

begitu pula dengan PT yang didirikan berdasarkan KUHD, mereka mempunyai
keharusan untuk melakukan pendaftatan ulang sebagai penyesuaian terhadap UUPT
yang baru. N

Pendaftaran perusahaan tidak hanya untuk perusahaan yang sudah mendapat
pengesahan dati Menteri saja melainkan perusahaan yang belum atau daIa.m proses

pengesahan pun boleh melakukan pendaftaran perusahaan, namun dengan syaral iika

.’|
[
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sampai berakhirnya masa Tanda Daftar Perusahaan-belum juga disahkan maka Tanda
Daftar Perusahaan tersebut tidak dapat diperbaharui atau kecuali dapat membuktikan
bahwa proses pengesahan sedang dalam proses. Jangka waktu pelaksanaan
pendaftaran perusahaan tidak membutuhkan waktu yang lama, pihak kantor Dinas
Perindustrian dan Pelidagangan tidak akan mempersulit, Tanda Daftar Perusahaan
akan segera dikeluarkan.

Langkah selanjutnya kewajiban direksi adalah mengumumkan dalam Tambahan
Berita Negara, kewajiban direksi untuk mengajukan permohonaﬁ pengumuman
perscroan secara tegas dinyatakan yaitu 30 hari terhitung sejak pendaftaran,
umumaya pengumuman ini dilakukan oleh notaris karena pada saat akta pgndirian
hendak disahkan oleh Menteri, notaris harus mendaftarkan akta pendirian ke Kantor
Percetakan Negara untuk diumumkan, namun pengumuman dapat dilakukan jika akta
pendirian sudah mendapatkan pengesahan, notaris harus segera melaporkan kembali
ke Percetakan Negara bahwa akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan,
akan tetapi pengumuman tidak dapat dilakukan cepat karena harus menunggu giliran
schingga kita tidak dapat mengetahui kapan suatu akta pendirian akan diumumkan,
namun setidaknya pengumuman itu dalam proses.

Selain syarat-syarat diatas juga diperlukan tambahan berupa foto copy KTP para
pendiri, bukti setoran m-odal dari bank baik bank pemerintah maupun swasta, bukti
pembay_aran vang muka pengumuman akta pendirian PT dalam Tambahan Berita
Negara dari Kantor Percetakan Negara, foto copy ijin gangguan, bukti pembayaran

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum s¢suai

' P !
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dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.UM.01.06
tahun 1993, foto copy surat persetujuan penanaman modal dari badan koordinasi
penanaman modal (BKPM) khusus bagi perseroan dengan fasilitas penanaman modal,
foto copy Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian PT persero khusus bagi
PT persero, foto copy Keputusan Menteri Keuangan mengenai penempatan modal
perseroan; penunjukkan anggota direksi; dan komisaris khusus bagi PT yang
bersangkutan, foto copy ijin prinsip pendirian bank dari Menteri Keuangan khusus
bagi PT di bidang perbankan, surat rekomendasi dari Departemen Penerangan khusus
bagi PT Radio Siaran Non Pemerinfah, surat rekomendasi dari Departemen Koperasi
dan Pembinaan Pengﬁsaha Kecil atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil atau Kantor Departemen Koperasi bagi perseroan yang
salah satu pendirinya adalah koperasi, iklan dalam 2 surat kabar harian yang memuat
pengumuman tentang penyetoran saham selain uang, serta dokumen lainnya yang
dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Notaris sangat berperan dalam pembuatan akta pendirian, sebelum notaris
membuat akta pendirian mereka terlebih dahulu melakukan pengecekan nama PT ke
Departemen Kehakiman dan HAM, apakah nama tersebut sudah terdaftar atau
belum.® Pada waktu sekarang ini proses pengecekan nama perseroan terbatas dapat
dilakukan secara on-line melalui internet, denganxicara ini proses pengecekan nama

PT hanya membutuhkan waktu 1-2 hari saja sampai dengan adanya persetujuan dari

82 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Tata Cara Pendirian Perseron Terbatas dan

Perubahan Anggaran Dasar, Jakarta,1996, halaman. 37-38.
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Departemen Kehakiman dan HAM yang menyatakan bahwa nama yang kita pakai
belum terdaftar atau sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah pemilihan nama PT
disetujui para pendiri atau notaris harus segera membuat akta pendirian.

Di dalam praktek sebagian besar pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar

PT, para pendiri menverahkannya kepada notaris sesual dengan pedoman baku vang

diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM sehingga notaris tinggal
mengikuti pedoman tersebut, apabila akta pendirian dan anggaran dasar PT yang
dibuat tidak sesuai dengan pedoman baku maka’tidak akan dfsahkan oleh Menferi
yang bersangkutan.

Pemmhonan‘pcngcsahnn akta pendirian merupakan unsur yang sangat penting,
karena PT dinvatakan berbadan hukum atau belum berbadan hukum melalui proses
ini, dengan sistem sismi nbakum proses permohonan pengesahan akta pendirtan akan
lchih mudah dilakukan dan tidak memerlukan -biaya vang cukup banyak, sebab
apabila dalam permohonan tersebut ada hal-hal yang ‘masih kurang maka para notaris
tinggal melihatnya di internet. Dalam sisminbakum setiap notaris mimiliki website
wersendiri dengan pussword yang bersifat rahasia yang tidak boleh diketehui orang
Jain.

Pada waktu yang bersamaan notaris juga sekaligus mendaftarkan pengumuman
akta pendirian ke Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia sehiﬁgga diperoleh
bukti pc;nbayamn pengumuman, Mengapa hal ini dilakukan bersama karena bukti
pembayaran pengumuman ini harus ada pada saat data fisik yang terkait dengan

pengesahan akta pendirian diserahkan ke Departemen Kehakiman dan HAM.
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Dengan adanya sisminbakum ini, proses pengesahan akta pendirian dapat
dilakukan dengan cepat, dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu saja akta pendirian
sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dapat terbit.
Setelah mendapat pengesahan yang dinyatakan melalui komputer, notaris harus
segera mengirimkan data fisiknya seperti salinan akta pendirian yang asli serta bukti-
bukti lain yang berhubungan dengan proses pendirian. Hal ini harus dilakukan karena
untuk melakukan péngecekan ulang, apakah data yang telah tercantum dalam
komputer tersebut sesuai dengan data fisik yang dikirimkan ke Departemen
Kehakiman dan HAM.

Pelaksanaan pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh setiap para pendiri atau
direksi perseroan atau kuasanya, pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan di
Departemen Perindustrian dan Perdagangan c/q Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di daerah tingkat 11 se-Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan
sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya.hyang banyak, pelaksanaan
pendaftaran perusahaan dapat dilakukan baik oleh PT yang belum berbadan hukum
maupun PT yang sudah berbadan hukum. Bagi PT yang belum berbadan hukum tap
telah melakukan pendaftaran perusahaan PT tersebut akan memiliki Tanda Daftar
Perusahaan yang belum berbadan hukum, namun apabila telah habis masa
berla-kunya, dalam melakukan perpanjangan Ta_nda Daftar Perusahaan hanya dapat

T .

dilayani apabila PT yang bersangkutan telah berbadan hukum,‘s } ditambah copy ijin

¥ Surat Dirjen PDN No. 121/DJPDN/V/1996 Tanggal 13 Mei 1996, buku hijau, halaman. 4.D.1
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usaha / surat keterangan yang disamakan dengan itu. Namun apabila dalam waktu 5
tahuﬁ PT tersebut belum juga berbadan hukum tetapi PT yang bersangkutan sedang
dalam proses pengesahan badan hukum dapat dilayani pembaharuannya dengan surat
keterangan sebagaimana terlampir dan melengkapi persyaratan, * sedangkan waktu
yang dibutuhkan pada saat proses pendaﬁéran perusahaan dimulai sampai dengan
dikeluarkannya Tanda Daftar Perusahaan oleh Kantor Dinas .Perindustrian dan
Perdagangan hanya membutuhkan waktu 5 hari saja, dan pada saat pendaftaran
p’ell*usahaan ir;i setiap PT tidak harus mengeluarkan biaya yang besar dan memakan
banyak waktu, "

Yang perlu diperhatikan dalam Tanda Daftar Perusahaan PT, yaitu bahwa Tanda
Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum, nomor
Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan
dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. Apabila Tanda Daftar
Perusahaan hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor
Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 bulan
setelah kehilangan atau rusak dan setiap perubahan atas bal-hal yang didaftarkan
wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan

alasan-alasannya dalam waktu 3 bulan setelah terjadinya perubahan.

8 qurat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

No.206/PP-I/VII Tanggal 29 Juli 1998 perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas.

85 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 32, 33, 34, dan 35,
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Daftar perusahaan hapus aﬁabila terjadi hal-hal sebagai berikut yaitu pembubaran
bentuk perusabaan atau pembubaran perusahaan atau perusahaan menghentikan
scgala kegiatan usahanya atau perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya
kadaluwarsa atau Derakhir atau perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, dan Tanda Daftar Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak
diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa

berlakunya berakhir.

Pengumuman PT dilakukan pada saat permohonan pengesahan akta pendirian

dilakukan, mengapa hal ini dilakukan karena untuk memperoleh tanda bukti biaya
pengumuman. Tanda bukti biaya pengumuman ini sebagai syarat yang harus
terlampir pada saat data fisik dikirimkan ke Departmen Kehakiman dan HAM, setelah
akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM kita wajib
melaporkan kembali ke Percetakan Negara bahwa akta pendirian yang kita daftarkan
telah mendapatkan pengesahan, barulah kita menunggu untuk diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara. |

Pedoman transaksi sisminbakum menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT dan
(JU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
A. Transaksi pendirian perseroan (Format lsian Akta Notaris/FIAN Model I)

Langl_cah:

1. Cek nama baru

2. Pemesanan nama persero |




(WD

5.

6.

Pengajuan nama persero untuk model FIAN [

Mengisi bukti pembayaran PNBP

Pengisian dokumen pendukung FIAN |

Pengisian FIAN 1

B. Transaksi perubahan perseroan (Format Isian Akta Notaris/FIAN II)

[. Perubahan persero disertai dengan perubahan nama persero

Langkah :

a.

b.

c.

f.

Cek nama baru

Pemesanan nama persero

Pengajuan nama persero untuk model FIAN II
Mengisi bukti pembayaran PNBP -

Pengisian dokumen pendukung FIAN I

Pengisian FIAN 11

2. Perubahan persero tanpa disertai dengan perubahan nama persero

Langkah :

a.
b.
C.
d.

e.

Cek nama lama

Pengajuan FIAN 1 |

Mengisi bukti perbayaran PNBP
Mengisi dokumen pendukung FIAN I

Pengisian FIAN 11

C. Transaksi pelaporan (Format Isian Akta Notaris/FIAN Model I1T)

1.

Pelaporan perubahan anggaran dasar
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2. Pemberitahuan perubahan direksi/komisaris
3. Pemberitahuan perubahan pemegang saham
4. Pemberitahuan pembubaran persero

Langkah :

a. Cek namalama
b. Pengajuan FIANIII
c. Mengisi bukti pembayaran PNBP, hanya pada pelaporan perubahan
_anggaran dﬁsar
d. Pengisian dokumen pendukung FIAN 1
e. Pengisian FIAN III
Sedangkan paduan aplikasi dalam sisminbakum menurut pedoman Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM yaitu *

Prasyarat FIAN 1

1. Non fasilitas umum
1 Prasyarat wajib

Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan

Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara

Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali

peningkatan dari CV menjadi PT

8 Yayasan Kesejahteraan,Direktorat Jendesal Administrasi Hokum Umum, Jakarta, 2002,

AR R . - - e ._.....?___..._l...,_wy,,iﬂ,,j‘ ;....T..‘._‘._..“. e
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- Neraca akhir perusahaaq ; biI.a' peningka‘mn dari CV menjadi l,PT atau
penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyetoran modal-saham dalam bentuk bafang, appraisal; pengumuman
dalam 2 media massa : bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang
selain uang,.
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan @ apabila salah satu pendiri perseroan adalah
yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu péndiri perseroan
adalah koperasi
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum m_enikah menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku
- Surat perjanjian kompensasi prutang pemegang saham ;
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan. menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang, atau
¢. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari

perseroan telah melakukan kewajibannya membayar Iunas utang perseroan

. ‘ i|
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- Rancangan penggabungan usaha (merger) - apabila terjadi penggabungan dari
dua perseroan terbatas ataw lehih dengan cara tetap mempertahankan
berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi

terlebih dahulu -

. Penanaman Modal Asing

Prasyarat wajib terdiri :

Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan

Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara

Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak

1

Surat persetujuan PMA dari BRPM/BKPMD/kawasan berikat
Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila
Prasyarat kondisional

Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali

peningkatan dari CV menjadi PT
- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau
penyetoran sahamnya dalam bentuk selain vang
- Penyetoran modal—sﬂmm dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman
dalam 2 media massa : bila penyetoran lpodal-saham dalam bentuk barang
‘ selain uang |
Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi dari yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah

yayasan

i e s e e = e e . o - B RN s ‘.n:__!'..!.m_ﬁrm;...T_.,_._I.,.,ﬁ [,
! |
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Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiril perseroan

adalah koperasi

Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah

pegawai negeri sipil

Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21

tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Surat perjanjian kompensasi ﬁiutang pemegang saham !

a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berujud yﬁng dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penja;ﬁin utang dari suatu
pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai

| dengan uang atau |

c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utangg dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

Rancangan penggabunngan usaha (merger) : apabilalterjadi penggabungan

dari dua PT atau _Iebili, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah

satu PT dai membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

Penanaman Modal Dalam Negeri

Prasyarat wajib terdiri dari :

Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan

Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
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Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

Bukti setor modal dari bank - wajib untuk semua pendirian PT kecuali
peningkatan dari CV menjadi PT

Neraca akhir perusahaan - bila peningkatan dari CV menjadi PT atau

- penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman
dalam dua media massa @ bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang

selain uang

Prasyarat opsional

Surat rekomendasi vayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah
yayasan

Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan
adalah koperasi

Surat rekomendasi afasan - apabila salah satu pendiri perseroan adalah
pegawai negeri sipil

Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
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a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau .benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utag perseroan
- Rancangan penggﬂbungah us;aha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari
2PT até,u lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT
| dan membubarkan PT Jainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
Badan Usaha Milik Negara
Prasyarat wajib tcrdliri dari : 1
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan |
- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara
- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseroan
- SK Menteri yang membina BU MN mengenai penétapan modal perseroan
- SK Menteri yang mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris
Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila
Pra‘syarat kondisional

Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali

1

peningkatan dari CV menjadi PT
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- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau
penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang |

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman
dalam dua media massa : bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang
selain uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomenda.si yayasan apébila salah satu pendiri perseroan adalah
yayasan

_ Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan
adalah koperast

- Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah
pegawali negeri sipil

- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku

. Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
a. Apabila perseroan-telah. menerima uang atan penyerahan benda berwujud

atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai

dengan uang
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c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari
2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinjra salah satu PT
dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
Perbankan

Prasyarat wajib terdiri dari

Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara

Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat ijin operasional Bank Indonesia

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali

peningkatan dart CV menja&i PT

- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau
penyetoran sahamnya dalm bentik selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman

dalam dua media massa : bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang

selain uang

\'|.I!
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Prasyarat opsional

Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah

yayasan

Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perséroan

adalah koperasi

Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah

pegawai -negeri sipil

Surat rekomendasi wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur

21 tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang

beclaku

Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :

a. Apabila perseroan telah menerima uang atay penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinila1 dengan vang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang

c. Apabila pihak yang, menjadi penanggung atan penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar tunas utang perseroan

Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi peﬁggabungan dari

é PT atau Ichih dengan cara tetap mempertahankan. berdirinya salah satu PT

dan membubarkan PT lainnya tanpa melikudasi terlebih dahulu.

g . . - TR LI B e L T
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Lembaga Keuangan Perbankan

Prasyarat wajib terdirt dart ;

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali
peningkatan dari CV menjadi PT

- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau
penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk baranng, appraisal, pngumuman
dalam dua media massa : bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang
selain uang,

Prasyarat opsional

- Surat ijin operasional dari Bank Indonesia : apabila kegiatan perseroan
fersebut harus memiliki ijin dari Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang
terkait

- Surat rekomendasi yayasan : apabila salah satu pendiri peréeroan adalah
;yayasan

- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri perseroan

adalah koperasi
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- Surat rekomendasi.atasan @ apabila salah satu pendiri perseroan adalah
pegawal ﬁegeri sipil
- Surat keterangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku :
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yvang dapat dinilai dengan vang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinitai
dengan uang
¢. Apabila pihak vang menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari
2 PT atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
7. Usaha khusus
Prasyarat wajib terdiri dari :
- Nomor Pokok Wajib Pajak atas namét perseroan
_ Buk pembayaran Tambahan Berita Negara

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila
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Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk semua pendirian PT kecuali
peningkatan dari CV menjadi PT

- Neraca akhir perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi PT atau
penyetoran sahamnya dalam bentuk lain selain uang

- Penyefogan modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman
dalam dua media massa ; bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang
selain uang

Prasyarat opsional

- Surat ijin usaha khusus * apabila kegiatan lberseroz.m tersebut harus memiliki
ijin usaha khusu‘s dari instansi atau lembaga yang terkait]

- Surat rekomendasi vavasan : apabila salah satu pendivi pc—:-rseroan adalah
yayasan

- Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salahh satu pendiri perseroan
adalah koperasi

_ Surat rekomendasi atasan : apabila salah satu pendiri perseroan adalah
pegawai negeri sipil

- Surat ketcrangan wali : apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah menurut peraturan perundang-undangan yang
-berlaku

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
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a. Apabiia perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroun menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dirlnilai

dengan uang

c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari

perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan peﬁggabungan usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari
2 PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT

dan membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

FIAN {, data pokok perseroan meliputi ;

1.

o

j )

Nama dan alamat serta kedudukan perseroan
Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan A

Status dan jenis perseroan serta jangka waktu perseroan

Akta perseroan terdiri dari :

L)

Akta pendirian meliputi ; nomor dan tanggal serta pembuat akta pendirian (baik
notaris berbeda, notaris protokoler, maupun notaris pengganti)

Akta peruba;han meliputi ; nomor dan tanggal serta pembuat akta perubahan (baik
notaris protokoler maupun notaris pengganti) |

Akta perbaikan meliputi ; nomor dan tanggal serta pembuat akta perbaikan (baik

notaris protokeler maupun notaris pengganti)
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Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, nama dan kedudukan notaris yang tercetak.

di SK serta penyampai akta pendirian baik notaris login maupun notaris

pengganti/protokoler sedangkan SK penetapan notaris pengganti meliputi : nomor dan
tanggal SK penetapan

Untuk modal - saham terdiri dari : modal dasar perseroan, modal ditempatkan, modal
disetor, jumlah disctor. jumlah seluruh saham (per lembﬁr), jumlah saham ditempatkan
(per lembar), nominal saham dan nilai saham yang berbeda yang meliputi :

Jumlah saham 1 & nilai nominal saham 1

Jumlsah saham 2 & nilai nominal saham 2

1

Jumlah saham 3 & nilai nominal saham 3

Jumlah saham 4 & nilai nominal saham 4

1}

Jumlah sabam 5 & nilai nominal saham 5

Klasifikasi saham
- Seri A (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri B (per lembar), nilai nominal séham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri C{per lémbar), nilai nominal saham (Rp), kurs dellar (per 1 US dollar)
- Seri D (per lembar), nilai hominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)
- Seri B (per lembar), nilai nominal saham (Rp), kurs dollar (per 1 US dollar)

Pendiri perseroan
| Perséroan

- Status pendiri perseroan : pemegang saham atau pengurus perseroan
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Posisi jabatan : direktur, komisaris, presiden komisaris, presiden direktur,
kuasa hukum, komisaris utama, direktur utama, wakil komisaris utama, wakil

direktur utama, wakil presiden direktur, wakil presiden komisaris, wali.

Jumlah saham pepdiri perseroan

Nilai saham yang berbeda dan klasifikasi saham

Data pribadi meliputi : nama lengkap, alamat pendiri perseroan, kota, tempat
tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP/pass.port dan kewarganegaraan

Data wali (diisi untuk pemegang saham di bawah umur 21 tahun atau belum
menikah menurut perundangan yanng berlaku) yang terdiri dari : nama wali,

nomor KTP/passport wali

Badan hukum

Jumlah saham yang dimiliki oleh badan hukum
Nilai saham vang berbeda dan klasifikasi saham
Data badan hukum meliputi ;: nama, alamat, kota, surat pengesahan atau
persetujuan terakhir dari Depkeh & HAM yang terdiri dari : nomor dan
tanggal pengesahan/persetujuan, surat keterangan NPWP meliputi nomor dan
tanggal .NPWP, sural pengumuman dala.ﬁl TBN meliputi : nomor dan tanggal

surat TBN

Maksud tujuan perseroan

L.

Non fasilitas umum (sesuai KLU yang dikeluarkan oleh Depkeh & HAM)
meliputi : jasa, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, pengangkutan

darat,pertambangan dan perbengkelan

.
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PMA } diisi sesuai dengan akta anggaran dasar perseroan

PMDN {pasal 3 maksud tujuan dan kegiatan ysaha perseroan)

BUMN

Perbankan (sesuai KLU vang dikelumzkan oleh Depkeh & HAM) meliputi : Bank
Umum, Bank Svariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat khusus
Syariah

Lembaga Non Perbankan meliputi : lembaga pembiayaan, jasa pendistribusian
uang tunai, penilai appraisal, modal ventura, asuransi, perusahaan efek, lembaga
kliring dan penyimpanan, perusahaan penjamin, perdagangan valuta asing, balai
lelang dan dana pensiun |

Usaha khusus meliputi : pengurusan transportasi, pengusahaan jasa titipan,
pelayaran dalam negeri, pelayaran rakyat, pelayaran luar negeri, surveyor,
superintendent dan marine, ekspedisi muatan kapal udara, ekspedi‘si muatan kapal
laut, bongkar muat barang dari dan ke kapal, jasa depo peti kemas (container),
pengangkutan udara niaga, sef/vage (pekerjaan dan pertolongan di bawah air),
industri kapal laut, pariwisata, radio siaran swasta, jasa telekomunikasi, perfilman

dan perekaman video, rumah produksi seni, perusahaan pers, siaran televisi,

perdagangan komoditi berjangka, kesehatan, pedagang besar farmasi, apotik,

Prasyarat FIAN 2 (Perubahan data pokok perseroan) meliputi :

1.

Non fasilitas umum, terdiri dari

- Perubahan jenis perseroan dan perubahan status perseroan
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- Perubahan pasal 1, 2, 3 dan 4 meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar
tetap, penurunan modal dasar
Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)
- Modal ditempatkan tetap
- Peningkatan modal ditempatkan (apabila modal dasar naik)
- Penurunan modal ditempatkan
- Penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional (sesuai dengan ada tidaknya peningkatan meodal

‘ditcmputkan menurut pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk nang

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila
penyetoran sahamnya dalam bentuk selain nang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang‘gtau untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam berita negara Rl

Prasyarat wajib

Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dati Perum Percetakan Negara RI

UPT-PUSTAK-iNGiP
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- Nomor Tanda Daftar Perusahaan

Prasyarat opsional

Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- SL_n'al keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. ApaBila perseroan telah ménerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dimlai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabunga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
2. Penanaman Modal Asing ter:iiri dari : |

- Perubahan jenis perseroan dan status perseroan
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- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4 meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar
tetap, penurunan modal dzlsar

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap

- Peningkatan modal ditempatkaan apabila modal dasar naik

- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional (sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal

ditempatkan) pasal 4 ayat 2 dan 3

- Bukd sctor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma, atau CV : bila
penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atan untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

- -Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari perum percetakan negara

- Nomor Tanda Daftar Perusahaan
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- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendai Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negéri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belur;l menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
a. Apabila perseroan telah menerima vang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai deﬁgan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dart
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabunga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

Penanaman Modal Dalam Negeri

L2

- Perubahan jenis dan status perseroan
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- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : penihgkatan modal dasar, modal dasar
tetap, penurunan I-nodal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap

- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik

- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan

(pasal 4 ayat 2 dan 3}

- Bukti setor modal dari bank . wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila
penyerahan sahamnyadalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Betita Negara Republik [ndonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Pencrimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

- i\Iomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI

- Nomor Tanda Daftar Perusahaan
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. Surat persctujuan PMA dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen kKperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negen sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah
umur 21 tahun atan belum menikah‘
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
a. Apabila perseroan telah m;enerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabi]a perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggaburiga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
4. Badan Usahla Milik Negara, terdiri dari :

- Perubahan jenis dan status perseroan
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- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dasar

tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 ~ modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap

- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal désar natk

- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan

(pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : waj ib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya daJam bentuk vang

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat olehl perseroan, firma atau CV : bila
penyerahan sahamnyadalz;m bentuk selain uémg

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

- -Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara RI

- Nomor Tanda Daftar Perusahaan
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- Peraturan pemerintah yang menjadi dasar péndirian persero
a. SK Menteri yang membina BUMN mengenai pene;capan modal perseroan
b. SK Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komiaris
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendin adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah
umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yahg'; menjadi penangéung atau penjamin utang dari

perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

- Rancangan penggabunga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dan 2

PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
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5. Perbankan, terdiri dari ;

- Perubahan jenis dan status perseroan

- Perubahan pusal 1, 2, 3, 4, meliputi : peningkatan modal dasar, modal dusar
tetap, penurunan modal dasar

Perubahan pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap

- Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik

- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai déngan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan

(pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV : bila
penyerahan sahamnyadalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Pras;yarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
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- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negard dari Perum Percetakan Negara R
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan
- Suyrat ijin operasional dari Bank Indonesia
Prasyarat opsiohal
- Surat I'ekomendegsi lyayasa}n apabila salah satlu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah
umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak ydng menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan Ilaenggabunga.‘usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
i’T atau lebih dengan cara tétap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebibh dahulu
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Lembaga Keuangan Non Perbankan, terdiri dari :

- Perubahan jenis dan status perseroan

- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi | peningkatan modal claseh’, modal dasar
tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 — modal ditempatkan (opsional)

Modal ditempatkan tetap

Peningkatan modal ditempatkan apabila modal dasar naik

Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningkatan modal ditempatkan

(pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseroan, firma atau CV bila
penyerahan sahamnyadalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumﬁnmn dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

- Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan
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Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara Rl

Nomaor Tanda Daftar Perusahaan

Prasyarat opsional

Surat rekomendasi vayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
Surat rekdmenda-si atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil

Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah

ummur 21 tahun atau belum menikah

Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :

a. Apabfla perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan uang

h. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dart suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang

c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

Rancangan penggabunga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2

PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

7. Usaha khusus, terdiri dari

Perubzhan jenis dan status perseroan
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- Perubahan pasal 1, 2, 3, 4, meliputi : penirigkatan modal dasar, modal dasar

tetap, penurunan modal dasar,

Perubahan pasal 4 ayat 2 - modal ditempatkan (opsional)

- Modal ditempatkan tetap

- Peningkatan modal ditempatkanh apabila modal dasar naik

- Penurunan modal ditempatkan dan penurunan modal disetor

Prasyarat kondisional sesuai dengan ada tidaknya peningka‘éi'an modal ditempatkan

(pasal 4 ayat 2 dan 3)

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modainya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan.‘yang dibuat oleh‘:perseroan, firma atau CV : bila
penyerahan sahamnyadalam bentuk selain uang

Untuk peningkatan modal dalam bentuk barang atau untuk penurunan modal

- Appraisal

- Pengumuman dalam media massa

Apabila penurunan modal dasar

- Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Prasyarat wajib

- Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dirjen AHU

- i\lomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan

- Bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dari Perum Percetakan Negara Rl

- Nomor Tanda Daftar Perusahaan
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- Surat 1jin usaha khusus untuk jenis usaha khusus
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi apabila salah satu peﬁdiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus.perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila salah satu pemegang saham perseroan di bawah
umur 21 tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham :
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau benda tidak berwujud yang &apat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihakd dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari
perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan pen ggabunga usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
~ PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebi:h dahulu
FIAN 2 ’;erdi ri dari
|. Nama perseroan meliputi : nomor kendali, nama perseroan, alamat perseroan,

kedudukan, nomor NPWP, status perseroan, jenis perseroan, jangka waktu/tahu
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Akta perseroan, terdiri dari
- Kedudukan perseroan yang akan dicetak pada SK (tempat kedudukan)
- Akta perububan Imeliputi . nomor dan tanggal akts, nama notaris, notaris

pengganti/protokol. Apabila notaris adalah notaris yang login kolom nama

notaris agar dikosongkan (Notaris baik pengganti maupun pemberi protokoler,

pembuat akta baik notaris login maupun notaris pengganti/protokoler)

- Akta perubahan 2 terdiri dari : nomor dan tanggal akta, notaris baik pengganti
maupun pemberi protokoler, pembuat akta baik notaris login maupun notaris
pengganti/protokoler

- Akta perbaikan terdiri dari : nomor dan tanggal akta, notaris (pengganti dan
pemberi protokoler), pembuat akta notaris login dan notars
pengganti/protokoler

- Penyampai akta terdiri dari : notaris login dan notaris pengganti/protokoler

- SK penetapan notaris pengganti meliputi : nomor dan tanggal SK

Modal — saham

- Modal terdiri dari : modal dasar, modal ditempatkan, moda} disetor (sisa
modal disetor dan kurs dollar (Rp), jumlah disetor

- Sgham terdiri dari ; jumlah seluruh saham, jumlah saham ditempatkan, nilai
nominal saham, nilai tanpa nominal saham

- l;ortepcl meliputi : sisa sahalﬁ dalam simpanan dan sisa saham dalam
simpanan

- Nilai saham yang berbeda dan klasifikast saham
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Pemegang saham

Informasi saham terditi dari : jumlah seluruh saham dan jumlah saham

ditempatkan

Daftar pemegang saham (nama)

Jabatan pemegang saham

a. Apabila pemegang saham tidak diketahui keberadaannya silahkan anda
berikan tanda check/centang

b. Posisi jabatan melipti : komisaris, direktur, presiden komisaris, presiden
dircktur, kuasa hukum, komisaris utama, direktur utama, wakil komisaris
utama, wakil dircktur utama, wakil presiden direktur, wakil presiden
k6|11isa;'is dan wali

Saham (jumiah saham)

Nilai saham berbeda dan klasifikasi saham

Data pribadi meliputi : nama lengkap, alamat, kota, tempat lahir, pekerjaan,
nomor KTP/passport dan kewarganegaraan
Diisi untuk pemegang sabam yang di bawah umur berupa : nama wali dan

nomor KTP/passport wali

Pengurus persero

Informasi saham terdiri dari : jumlah seluruh saham dan jumlah saham

ditempatkan

Daftar pengurus persero berupa @ nama (total saham para pengurus dan

pemegang saham serta jumlah kekurangan saham)

T Y T e T M"'—'—WWr’?’ﬂm‘w‘“r-m“ [
' . ' . Sl
' | §




- 166

- Data perseroan meliputi : nomor kendali, nama perseroan, alamat dan kota

- Status dan jabatan melipu‘;i posisi jabatan : Komisaris, Direktur, Presiden
Komisaris, Presiden Direktur, Kuasa Hukum, Komisaris Utama, Direktur
Utama, Wakil Komisaris Utama, Wakil Direktur Utama, Wakil Presiden
Direktur, Wakil Presiden Komisaris dan Wali

- Data pribadi meliputi : nama lengkap, alamat, kota, tempat/tanggal lahir,
pekerjaan, nomor KTP/Passport dankewarganegaraan

- Diisi untuk pendiri yang di bawah umur berupa : nama wali dan nomor
KTP/passport walt

Malsud tujuan perseroan

- Data perseroan meliputi : nomor kendali, nama perseroan, jenis perseroan,
alamat, kota dan akta

- Non fasilitas umum meliputi : jasa, pembangunan, pengangkutan darat,
perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan

pertanian

Prasyarat FIAN 3 (pelaporan perubahan anggaran dasar)

L.

Non fasilitas umum

Prasyarat wajib

- NPWP alas nama perseroan dan nomor TDP

- li;;ukti pembayaran TBN dan PNBP

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan

tanggal surat)

e e e g o e . R e e
b . . ; g
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Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila
Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan

atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau

pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham

a. Apabila perseroan felah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin-utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai

dengan uang

et e et e e c
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c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan‘
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi t(_‘::rlebih dahulu

Penanaman Modal Asing

Prasyarat wajib

- NPWP atas anam perseroan dan nomor TDP

- Bukti pembayaran TBN dan PN’BP

- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat

- Surat permohonan notaris tentang pelapo%an perubahan AD {(nomor dan
tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjac.ﬁ wajib apabila

Prasyarat kondisional |

- Bukti setor modal dari baﬁk - wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
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- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pcgaﬁai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah
- Surat per_jan_i ian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinlai
dengan uang
c. Apabila pihak vang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan |
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dati 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT -Iainnya‘: tanpa melikuidasi'_terlebih dahulu

T

Penanaman Modal Dalam Negeri

L2

Prasyaral wajib
. NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembavaran TBN dan PNBP

Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat
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- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat bemivah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal~saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus pefseroan adalah pegawai negeri sipil

- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima vang atau penyerahan benda berwujud

atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
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b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat vang dapat dinilai
dengan uang

¢. Apabila pihak yang menjadi pehanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayz;r lunas utang perseroan

-~ Rancangan pcnggabﬁngan usaha {merger) apabila terjadi pengeabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu i)T dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

Badan Usaha Milik Negara

Prasyarat wajib

1

NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP

- Bukt pembayaran TI3N dan PNBP

- SK Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan

- SK Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
tanggal surat) |

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan

atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
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- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman

dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain

uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila peﬁlegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadl penanggung atau penjainin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Ranca.ng%m penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan daxi 2

PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
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Perbankan

Prasyarat wajib

- NPWP atas anam perseroan dan nomior TDP

- Bukti pembayaran TBN dan PNBP

- Surat ijin operasional Bl

- Surat permohonaﬁ notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
fanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisiona]

- Bukti setér modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain vang

- Penyctoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
vang

Prasgyarat opsional

- Surat rekomendasi yayaisan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- Rekomeridasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
p.engurus perseroan adalah pegawai negeri sipil

- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21

tahun atau belum menikah
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- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwuj ud yang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima mantaat yang dapat dinilai
dengan uang
¢. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroém
telah melakukan kewajibannya membayar Junas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dan 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi Zterlebih dahulu
Lembaga keuangan nlon Perbankan
Prasyarat wajib
- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Bukti pembayaran TBN dan PNBP
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
tanggal surat)
Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berub;ih menjadi wajib apabila
Prasyarat kondisional
- E;;ukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain vang
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Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman

dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain

uang

Prasyarat opsional

Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

Rekomendast departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau

pengurus perseroan adﬁlah pegawai negeri sipil

Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21i

tahun atau belum menikah

Surat perjanjian kompensaﬁ piutang pemegang saham

a. Apabila perseroan telah menerima vang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang

. Apabila pihak yang n‘menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2

I;T atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya sﬁlah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
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Usaha khusus ' '_ é

Prasyarat wajib ' .

- NPWP atns nama perseroan dan nomor "I’

- Bukﬁ pembayaran TBN.dan PNBP

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan praéyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

- Bukti setor modal dari bank : \\_fajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modaluya dalam bentuk vang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran 1110dé.]-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang

Prasyarat opsional

_ Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- Rekomendast depértenien koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat tekomendasi atasan apabila éalah satu pemegang saham dan atau
pengurus ﬁerseroan adalah pegawai negeri sipil

- -Surai keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
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a. Apabila perseroan telah menerima uvang atau 'penyerahanl benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilar

1

dengan uang
c. Apabila pthak yang menjadi penénggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha {(merger) apabila terjadi penggabungan dar1 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus

Non fasilitas umum

Prasyarat wajph

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
tanggal surat)

Prasyarat kondisional.dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

_ Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
a-,tau modal disetor b.ila penyetoran modalnya dalam bentuk uaﬁg

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
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- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang |
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperast
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabi ]a.pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang

¢. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
l;T atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

i
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Penanaman Modal Asing

Prasyarat wajib

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP

- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan. AD (nomor dan’
tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional .'

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal d.itempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modainya dalam bentuk vang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang |

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat reckomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil

- Slnat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 2]
tahun atau belum menikah |

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang sahamn
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a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atgu beda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uvang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pthak yang menjadi penanggung atau penjamin vtang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebth dengan cara tetap-mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
Penanaman Modal Dalam Negerl

Prasyarat wajib

NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP

Surat persctujuan PMDN dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat

Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan

1

tanggal surat)
Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah meﬁjadi wajib apabila
Prasyarat kondisional
- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
a‘tau modal disctor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
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- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
vang

Prasyarat-opsional

- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- ngomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil

- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 2|
tahun atau belum menikah

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perscroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud

atau beda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai

dengan uang
c. Apabila pihak yang n‘lenjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dart 2
];'F atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya sélah satu PT dan

membubarkan 1T fainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

Badan Usaha Milik Negara
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Prasyarat wajib ' '

- NPWP at'e;s nama persercan dan nomor TDP

- SK Menteri mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (no surat dan
tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisional

Bukt setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang
- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman

dalam media massa bila penyctoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang

Prasyarat opsional

- Surat rekomendasi yvayasan apabila salah satu pendiri adalah yéyasan

- Rckomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeri sipil

- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
ta;hur_l atau belum menikah

~  Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
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a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan vang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah mencrima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang
c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membuba_fkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu
5. Perbankan
Prasyarat wajib
- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat ijin operasional Bank [ndonesia
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (nomor dan
tanggal surat)
Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila
Prasyarat kondisional |
. Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan
a%au modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang
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- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman

dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk batang selain
uang
Prasyarat opsional
- Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negert sipil |
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan uang
b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dim'lai
dengan uang
¢. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
_  Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2

PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu

i
i
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Lembaga keuangan non Perbankan

Prasyarat wajib |

- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP

- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (no surat dan
tanggal surat)

Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dap‘ét berubah menjadi wajib apabila

Prasyarat kondisionaf

- Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan

atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain vang

- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman

dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang

Prasyarat opsional

Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan

- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperasi

- Surat rekomendasi atﬁsan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah pegawai negeﬁ sipil

- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21

tahun atau belum menikah

- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
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a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud yang dapat dinitai dengan uang
b, Apabita perséroan menjadi penonggung atau penjmnin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang Hapat diﬁilai
dengan uang
¢. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan
- Rancangan penggabungan usaha {merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebil dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan
membubarkan PT lainava tanpa melikuidasi terlebih dahulu
7. Usaha khusus
Prasyarat wajib
- NPWP atas nama perseroan dan nomor TDP
- Surat permohonan notaris tentang pelaporan perubahan AD (no surat dan
tanggal surat)
Prasyarat kondisional dan prasyarat opsional dapat berubah menjadi wajib apabila
Prasﬁral'at kondisional
- Bukii setor modal dari bank @ wajib untuk penl'ingkata‘n modal ditempatkan dan
atau modal disetor bila penyetoran modalnya da‘lam bentuk uang

- Neraca akhir perusahaan bila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain vang
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- Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman
dalam media massa bila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain
uang
Prasyarat ops;'onal
- Surat rekomendasi vayasan apabila salah satu pendiri adalah yayasan
- Rekomendasi departemen koperasi apabila salah satu pendiri adalah koperast
- Surat rekomendasi atasan apabila salah satu pemegang saham dan atau
pengurus perseroan adalah.pegawai negeri sipil
- Surat keterangan wali apabila pemegang saham perseroan di bawah umur 21
tahun atau belum menikah |
- Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham
a. Apabila perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud
atau beda tidak berwujud vang dapat dinilai dengan uang

b. Apabila perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu
pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai
dengan uang

c. Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan
telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan

- Rancangan penggabungan usaha (merger) apabila terjadi penggabungan dari 2
PT atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan

membubarkan PT lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu




188

Pelaporan Pembubaran Perseroan

1.

(%]

Non fasilitas wmum

Prasyarat wajib

- Pengumuman dala'm 2 media massa dan dalam berita negara

- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP

- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
Penanaman Modal Asing

Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara

- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP

- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
- Surat persetujuan PMA dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat
Penanaman Modal Dalam Neger

Prasyarat wajib

- Pengumuman dalam dua media massa dan dalam berita negara

- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP

- Surat penyampaian peiﬁbubamn perseroan (nomor dan tanggal surat)

Surat persetujuan PMDN dari BKPM/BKPMD/kawasan berikat

Badan Usaha Milik Negara
Prasyarat wajib
- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara

- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP

e ":""'T:-"r-:er“-'
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- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)

h

Perbankan
Prasyarat wajib
- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
6. Lembaga keuangan non perbankan
Prasyarat wajib
- Pengumuman dalam 2 media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan dan Nomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
7. Usaha khusus
Pragyarat wajib
- Pengumuman dalam dua media massa dan dalam berita negara
- NPWP atas nama perseroan danNomor TDP
- Surat penyampaian pembubaran perseroan (nomor dan tanggal surat)
FIAN 3 (pelaporan perubahan Anggaran Dasar)
- Data pokok perseroan meliputi ; nama’ perseroan, Alamat perseroan, Kedudukan
perseroan, No NPWP perseroan, Status perseroan, Jenis perseroan dan Jangka waktu
perseroar.l

- Alkta perseroan melipufi :
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1. Akta pelaporan/perubahan Imeliputi : No akta pendirian, Tanggal akta pendirian,

Pembuat akta pendirian (Notaris berbeda, Notaris protokoler, Notaris pengganti)

2

Akta pelaporan/perubahan 2 meliputi @ Nomor akta perubahan, Tanggal akta

perubahan, Pembuat akta perubahan (Notaris protokoler, Notaris pengganti)

3

3. Akta perbaikan meliputi - Nomor, Tanggal dan Pembuat akta ;)erbaikan (Notaris
protokoler atau Notaris pengganti) |

Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, Nama dan kedudukan notaris yang

tercetak di SK, Penyampai akta pendirian (Notaris login atau Notaris pengganti), SK

penctapan notaris pengganti (Nomor dan Tanggal SK penetapan)

Anggaran dasar

Berisi pasal—pasaﬂ vang akan dilaporkan perubahannya, yaitu : Pasal I ayat 1, pasal 4

ayat 1,2,3,4,5,6,7. 8,9, 10, pasal 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19,

20,21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28,

Modal — saham meliputi - Modal dasar perseroan, Modal diternpatkan perseroan,

Modal disetor perseroan, Jumlah disetor, Jumlah” seluruh saham, Jumlah saham

ditempatkan, Nilai nominal saham, Nilai saham yang berbeda dan Klasifikasi saham

Pemegang saham perseroan

Petorangan

a. Posisi jabatan : direktur, presiden, komisaris, presiden direktur, kuasa hukum,

komi-saris utama, direktur utama, wakil komisaris utama, wakil direktuf utama,

wakil presiden direktur, wakil presiden komisaris, wali

b. Jumlah saham pendiri perseroan

i
|
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c. Nilai saham yang berbeda dan Klasifikasi saham’
d. Data pribadi meliputt : Nama lengkap, Alamat pendiri perseroan, Kota, Tempat

tanggal lahir, Pckerjaan, No KTP/passport, kewarganegaraan
e. Data wali berupa : Nama wali dan Nomor K'TP/passport wali

Badan hukum

a. Jumlah sahan vang dimiliki oleh badan hukum dan Nitai saham yang berbeda

b, Data badan hukum berupa : Nama BH, Alamat, Kota, Surat pengesahan atau

persetujuan akhir dari Depkeh dan HAM meliputi : Nomor dan tanggal

pengesahan/persetujuan
¢. Surat keterangan NPWP (Nomor dan Tanggal NPWP)
d. Surat pengumuman dari TBN (Nomor dan Tanggal surat TBN)

Pengurus perseroan

4. Posisi jabatan : dircktur, presiden, komisaris, presiden direktur, kuasa hukum,

komisaris utama, direkiur utama, wakil komisaris utama, wakil direktur utama,

wakil presiden dircktur, wakil presiden komisaris, wali
b. Jumlah saham pendiri perseroan

¢. Nilai saham vany berbeda Klasifikasi saham

d. Data pribadi meliputi : Nama lengkap, Alamat pendiri perseroan, Kota, Tempat

tanggal lahir, Pekerjaan, Nomor KTP/passport dan Kewarganegaraan

R

e
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Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus
- Data pokok perseroan meliputi : Nama perseroan, Alamat perseroan, Kedudukan
perseroan, Nomor NPWP perseroan, Status perseroan, Jenis perseroan dan Jangka
waktu p’erséroan
- Akta perseroan
a. Akta 'pe;a‘poran/pcrubahan 1 meliﬁuti - Nomor dan Tanggal akta pendirian,
Pembuat akla pendiri.an (Notaris berbeda, Notaris protokoler dan Notaris
pengganti)

b. Akta pelaporan/perubahan 2 meliputi : Nomor dan Tanggal akta perubahan,
Pembuat qktu perubahan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)

- Akta perbaikan berupa : Nomor danTanggal akta perbaikan, Pembuat akta
perbaikan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)

- Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, Nama dan kedudukan notaris yang
tercetak di SK. Penyampai akta pendirian (Notads login dan Notaris pengganti),
SK penetapan notaris pengganti (Nomor dan Tan.ggal SK penetapan)

- Anggaran dasar berilsj pasal—;)asal vang akan di]aporkan perubahannya, yaitu
Pasal | ayat 1. pasal 4 ayat |, 2,3,4,5, 6,7,8,9,10, pasal 5, 6,7, 8, 9,10, 11,
(2, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

- Pelaporan Pembubaran l’crséroun

- Data pokok perseroan meliputi : Nama, Alamat, Kedudukan, Nomor NPWP,

Status, Jenis dan Jangka waktu perseroan

- Akta perseroan melipudi :
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1. Akta pelaporan/perubahan lmeliputi . Nomor, Tanggal dan Pembuat akta
pendirian (Notaris berbeda, Notaris protokoler, Notaris pengganti)

2. Akta pelaporan/perubahan 2 meliputi : Nomor, Tanggal dan Pembuat akta
perubahan (Notaris protokoler dan Notaris pengganti)

Akta perbaikan meliputi : Nomor, Tanggal dan Pembuat akta perbaikan

[P

(Notaris protokoler dan Notaris pengganti}

- Kedudukan perseroan yang tercetak di SK, Nama dan kedudukan notaris yang
tercetak di SK,Penyampai akia pendirian (Notaris login dan Notaris pengganti),
SK penetapan notaris pengganti (Nomor dan Tanggal SK penetapan)

- Pembubaran perseroan
a. Data notaris .meliputi : Nama, Alamat, Kedudukan notaris, Nomor telpon &

fax
b. Data perseroan meliputi : Nama perseroan, Alamat, Kedudﬁkan, Nomor

NPWP, Status perseroan, Jenis perseroan dan Jangka waktu perseroan

2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum perseroan terbatas dalam praktek

Proses pendirian PT para pendiri atau kuasanya (notaris) atau pihak yang terkait

seperti Departemen Kehakiman dan HAM menghadapi beberapa hambatan antara
lain sebagai berikut : |

a. Kelengkapan syarat-syarat pendirian seperti bukti setoran saham, foto copy nomor

pokok wajib pajak dan lain-lain adalah sangat dibutuhkan pada saat proses
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pengesahan akta pendirian berlangsung tetapi para pendiri sering kali terlambat
memberikan bukti, syarat-syarat tersebut harus ada pada saat akta pendirian
diajukan ke Departemen I?ehakiman dan HA, dengan terlambatnya pemberian
syarat tersebut proses pengesahan akta pendirian akan terlambat.

Masih banyak PT yang tidak melakukan pendaftaran padahal jika para pendiri
atau direksi perseroan atau kuasanya tidak melakukan pendaftaran mereka akan
mendapatkan sanksi pidana.m Namun demikian walaupun sanksi pidana tersebut
diatur dalam undang-undang, didalam prakiek PT yang tidak melakukan
pendaftaran perusahaan, tidak akan memperoleh sanksi seperti yang tercantum
dalam undang-undang tersebut, hal ini tidak dapat diberlakukan, begitu pula
dengan ketentuan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pendaftaran
perusahaan seperti yang tertera dalam undang—un(iang wajib daftar perusahaan
pun tidak diberlakukan. Pihak Kantor Dinas Departemen Perindustrian dan
Perdagangan hanya menunggu kesadaran dari para pendiri atau direksi perseroan
untuk melakukan pendaftaran perusahaan.

Dalam praktek banyak sejumlah PT yang tidak melakukan pembaharuan tanda
daftar perusahaan, apabila para pendiri atau dircksi perseroan ingin melakukan
peminjaman uang dari bank, mercka cepat-cepat melakukan pendaftaran
pérusahaan. Mengapa hal ini dilakukan karena bank akan meminta tanda daftar
perusahaan dari perusahaan tersebut, apabila PT tersebut tidak memiliki tanda

daftar perusahaan atau bahkan tanda daftar perusahaan yang mereka miliki tidak

87 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 32, 33, 34, dan 35
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berlaku maka bank biasanya akan sulit untuk memberikan pinjaman kepada PT
tersebut, oleh karena itu pendaftaran itu sangat penting untuk dilakukan,

. Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan juga untuk tiap;tiap PT yang didirikan
menurut KUHD, namun sedikit sekali PT yang melakukan pendaftaran kembali,
bahkan waktu 2 tahun yang diberikan untuk melakukan pendaftaran pun tidak
diiﬁdahkan, padahal PT tersebut wajib mendaftarkaln,“ namun pihak Kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun tidak dapat melakukan apa-apa, mereka
hanya menunggu kesadaran dari perseroan tersebut, bahkan penerapan sanksi pun
tidak dapat mereka terapkan, hal tersebut sulit diterapkan karena tidak adanya
penyidik pembantu dan tidak a(ia kerjasama dengan Pengadilan Neger:.

Pasal 23 UUPT menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum
dilakukaﬁ maka direksi secara tanggung renteng benanggung jawab atas segala
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan, adapun tanggung jawab
renteng yang diterapkan kepada direksi menimbulkan suatu pertanyaan apabila
dihubungkan dengan praktek yang sekarang berlaku dalam hubungannya dengan
pertanggung jawaban yang terbatas. Sebagaimana yang telah diketahui selama ini
bahwa perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui oleh Menteri, sejak
saat itulah para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang texfbatas
séunpai pelnbayafan penuh jumlah sabam mereka. Di dalam proses pendirian
perseroan terbatas para pendiri atau kuasanya atau bahkan pihak Departemen

Kehakiman dan HAM sendiri yang menghadf?_pi: hambatan itu.

* UU No. | Tahun 1995, Pasal, 125
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[ Mengenai jangka waktu saat sekarang ini tidak lag menjadi faktor hambatan,

karena adanva sisminbakum penguluran waktu tidak dapat terjadi lagi, kinerja
kerja yang bersilat bertéle-tele di Departemen Kehakim'aﬁ dan HAM pun sudah
jarang ditemui karena sisminbakum mempersempit ruang gerak para pegawai
yang ingin mempersulit proses pengeéahan ini, apabila dalam proses pengesahan
ke Departemen Kehakiman dan HAM memakan wakiu yang lama maka biasa’nya'
dalam praktek selama kurun waktu belum keluarnya surat pengesahan -dari
Departemen Kehakiman dan HAM PT dalam melakukan operasionalnya
menggunakan surat keterangan c_iari pihak notaris yang isinya m'eﬁje]askzin bahwa

surat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM. masih dalam tahap

pemrosesan, hal ini dimasudkan agar pihak ketiga mengetahui status perseroan’

schingga hubungannya dengan perseroan bersifat kontraktual dan akan
diusahakan untuk mendapat status badan hukum. Bersitat kontraktual artinya
segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan perseroan ditanggung oleh para
pendirl atau pengurus perseroan, ékan tetapi pihak ketiga masih merasa khawatir
apabila perseroan masih dalam keadaan demikian, karena jika terjadi kepailitan
perseroan tersebut akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya terhadap pihak ketiga, berbeda apabila perseroan tersebut sudah
mendapat status badan hukum yang sudah jelas pemisahan kekayaannya dengah
p;llak pendiri dan perseroan tersebut memperoleh sebagian modalnya dari hasil

menjual sahamnya.




g. Adapun vang menjadi hambatan alami notaris dan Departemen Kehakiman dan

h.
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HAM dalam proses pendirian perseroan, yaitu karena diwajibkan untuk

melampirkan bukti setoran saham dan foto copy nomor pokok wajib pajak, karena

terkadang para pendiri sulit untuk memberikan hal tersebut. Hal ini bisa terjadi
karena biasanya uang yang akan dijadikan modal tidak mencukup: atau bahkan
tidak ada sebab para pendiri beranggapan uvang dapat diperoleh dari hasil

pinjaman dari bank, padahal seharusnya para pendiri harus memiliki uang untuk

kegiatan awal operasional perusahaan, Memiliki NPWP berarti mereka harus-

membayar pajak, hal ini yang menyebabkan mereka terlambat memberikan foto
copy NPWP, padahal NPWP bérguna sekali bagi pihak ketiga karena mereka
beranggapan bahwa perseroan tersebut bukanlah PT gelap.

Mengenai birokrasi proses pengesahan akta pe;idirian yang berbelit-belit memang
menjadi salah szm; hambatan vang dialami para pendiri atau kuasanva karena
dilihat pada saat akta pendirian dia_i‘ukan pengesahannya ke Departemen
Kehakiman dan HAM sebelumnya harus mendaftarkan akta pendirian untuk
diumumkan guna mendapat tanda bukti biaya pengumuman dari Percetakan
Negara, setelah mendapat pengesahan harus dilaporkan kembali ke Percetakan
Negara, jadi walaupun proses pengumuman merupakan proses terakhir dalam
proses pendirian perseroan tetapt lernyata para pendiri atau kuasanya harus
mendapatkan tanda bukti biaya pengumuman dari Percetakan Negara terlebih
dahulu, hal ini memang sangat merepotkan karena akta pendirian itu sendiri

bhelum mendapatkan pengesahan tetapi harus membayar pengumuman padahal
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akta pendirian tersebut belum tentu disahkan oleh Menteri, sedangkan
pengumuman ini memerlukan biaya yang cukup besar, karena besarnya biaya
ditentukan per-lembar kertas yang akan diumumkan.

Selama pendaftaran dan pengumLilman belum dilakukan maka direksi secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan
perseroan, berarti dengan adanya birokrasi seperti ini walaupun perseroan belum
berbadan hukum tetapt pertanggung jawabannya direksi secara tanggung renteng
sudah Itidak ada lagi sebagai akibat pengumuman akta pendirian perseroan
terbatas tadi. Selama ini perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui
Menteri, sejak saat tersebut para pemegang saham mempunyai tanggung jawab
yang terbatas sampai peiﬁbayaran penuh jumlah saham mereka, adapun para
pengurus masih bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai akta pendirian
dan suraf keputusan persetujuan Menteri didaftarkan pada Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di tempat kedudukan perseroan serta diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara,

Setelah pendaftaran dan pengumuman dilakukan pei‘seroan menjadi badan hukum
dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi

kewajiban-kewajiban  perseroan, undang-undang tidak mengaitkan tanggung

jawab direksi dengan status badan hukum perseroan tetapi menekankan bahwa

tanggung jawab direksi adalah melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh

undang-undang schingga apabila direksi tidak melaksanakan kewajibannya

direksi bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan
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perseroan sedangkan status badan hukum  perseroan diperofeh  setelah akta
pendirian disahkan oleh Mentert.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar merupakan wuojud dari lkesepakatan para
pendiri, sebab Akta Pendirian dan Anggaran Dasar itu dibuat sendiri oleh para
pendiri sebagai hasil musyvawarah antara mereka. Jika para pendiri merasa tidak
sanggup untuk membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar tersebut maka hal
ini dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. Dalam
praktek para pendiri menyerahkan pembuatan Akta Pendirian atau Anggaran
Dasar PT kepada nouu'is“f9 Notaris berperan dalam pembuatan Akta Pendirian.
Para Notaris membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sesuai dengan
pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia. sehingga Notaris tinggal mengikuti pedoman tersebut, namun jika Akta
pendirtan dan anggaran dasar vang dibuat tidak sesuai dengan pedoman baku
tersebut sanksi vang didapat notaris tidak ada hanya saja akta pendirian dan
anggaran dasar yang dibuat tidak akan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan
HAM. Ini memang kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1
angka 1 UUPT Tahun 1995 yang menyatakan dasar pendirikan PT adalah
Perjanjian. |

Bila dilihat dalam UUPT waktu yang diberikan adalah 60 hari, dulu waktu
ter:c,ebut tidaklah cukup, dapat dilihat dalam proses pengesahan sering terjadi
penguluran waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini terjadi

karena pada waktu itu sistem yang digunakan masih manual sehingga

% Budiono Kusumohamidjoyo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedi, Widia Sarana,
Jakarta, 1998, halaman 243,
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memperlambat kerja di Departemen Kehakiman dan HAM, namun bukanlah satu-
satunya faktor yang membuat permohonan pengesahan akta pendirian menjadi
lama, ada Echurapu faktor yang membual proses pengesahan akla pendirian
memakan cukup banyak waktu, vakni kinerja pegawai di Departemen Kehakiman
dan HAM yang terbilang lambat, agar surat keputusan Menteri dapat keluar

dengan cepat dibutuhkan vang untuk mempercepat proses fersebut.

m. Pada sistem lama selursh pekerjaan dilakukan secara manual mulai dari

peneriman b(_—:rkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan
nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali, setelah itu masuk ke
dokumentasi dimana seluruh fife masih berbentuk kertas laporan baik péndirian,
persctujuan dan laporan, selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali
diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan
diklarifikasi oleh Dircktur PPerdata. Tata Usaha merupakan bagian akhir dari
proses ini, pembuatan drafi surat keputusan dan laporan, klarifikasi final surat
Direktur Perdata vang dilanjutkan pencetakan surat keputusan yang akan
ditandatangani oleh Dirjen, setelah itu notaris ékan mengambil surat keputusan
akta notaris tersebut dan dibuat dokumentasinya di bagian tata usaha. Dengan cara
kerja manual pada sistem lama, sering timbul masalah keterlambatan, hal i
sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memerilisa satu persatu
pe;'l;lohonan vang masuk sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih
banyak dari kapasitas petugas yang ada, resiko terjadinya Awuman error cukup

hesar. Untuk notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien,

[UPT-PUSTAK-URDIP]
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mereka harus mengecek dari hasil pembuatan dan pengesahan surat keputusan

akta notaris yang mereka ajukan langsung ke Departemen Kehakiman dan HAM
di Jakarta, hal ini karena seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di
Jakata, penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan
karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat' memantau proses

pembuatan,

Akibat hukum terhadap status hukum perseroan apabila hambﬁtan diatas terjadi

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan
perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan
menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menyatakan menerima
semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain y.ang ditugaskan pendiri
dengan pihak ketiga.

Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan‘ kewajiban
yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan
pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan. Perseroan
i‘nengukukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas
nama perscroan, dalam hal perseroan tidak menerima, tidak mengambil alih atau
“tidak mengukukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum
perseroan terbatas disahkan maka masing-masing pendiri yang melakukan
perbuafan hukum tersebut bertanggung jawab‘secara pribadi atas segala akibat

yang timbul.

,,q,‘_i‘_rT,w_ e e e
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Dalam proses pendirian sebuah PT para pendiri harus menempuh suatu proses
pendirian yang sesuai dan tercantum dalam UUPT, setiap perseroan akan
didirikan tidak lagi berpedoman pada KUHD. Pada waktu perseroan masih diatur
dalam KUHD jangka waktu yang dibutuhkan.dalam proses pendirian PT tidak

pasti karena KUHD tidak menentukan secara limitatif jangka waktu yang

dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan dalam proses pendirian tersebut, namun .

dengan berlakunya UUPT kepastian terhadap jangka ‘waktu tiap-tiap tahapan
proses pendirian PT menjadi jelas sehingga para pendiri tidak perlu khawatir lagi
terhadap ketidakpastian status PT.

Ketentuan pidana apabila tanda daftar perusahaan tidak dilaksanakan, yaitu
barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau pefaturan pelaksananya
diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan
sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan
pidana penjara selambat-lambatnya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya
RP. 3.000.000.- dan tindak pidana tersebut merupakan kejahatan?g '

Barang siapét melakukan/menyuruh mejakukan pendaftaran secara keliru/tidak
lengkap dalam daftar perusahaén diancam kurungan selama 3 bulan atau penjara
sctinggi-tingginya 1.5 juta dan ini merupakan 'pr;—:lang,garan.‘Jl Apabila tidak

memenuhi kewajiban menurut UU untuk menghadap atau menolak atau

menyerahkan atau mengajukan pesyaratan dan atau keterangan lain keperluan

9‘]’ Pasal 32 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.
Pasal 33 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan,
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pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-

Jamanya 2 bulan atau denda setinggi-tingginya 1 juta dan ini merupakan suatu

pelanggaran. ”

Terhitung sejak diberlakukannya sisminbakum maka setiap notaris atau
kuasanya dilarang untuk berhubungan langsung dengan pegawai di lingkungan
Direktorat Perdata dan untuk melaksanakan penyerahan dokumen pendukung,
pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam
proses pengesahan permohonan dari notaris yang bersangkutan.

Konsultasi tentang pelaksanaan substansi UU No. 1 Tahun 1995 melalu
sisminbakum dilakukan dengan Direktur Perdata atau pejabat yang ditunjuk,
konsultasi dengan pihak lain secara ekspﬁisit dilarang.”

Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 diatas, dapat ditegaskan hal-hal
pokok sebagai berikut :

a. PT yang akta pendiriannya belum mendapatkan pengeéahan Menteri maka
perseroan tersebut belum mempunyai status badan hukum. Perseroan tersebut
pada dasarnya merupakan badan uéaha yang terdiri dari kumpulan orang-
orang dengan maksud untuk mencari keuntungan sebagaimana diatur dalam
éasal 1618 KUH Perdata, oleh sebab itu semua pesero pendiri/pemegang

saham, semua direksi dan semua komisaris bertanggung jawab

: 9%: Pasal 34 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.
* Surat Edaran Dirjen AHU No : C-UM.06.10-05, Jakarta, 28 Maret 2001,
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secara pribadi dan tanggung renteng atas segafa perbuatan hukum yang dilakukan

perseroan terbatas tersebut.

b. Perseroan terbatas yang akta pendiriannya sudah mendapatkan pehgesahan dari
menterf meskipun belum didaftarkan perseroan terbatas tersebut sudah
mempunyai status badan hukum sehingga pemegang saham tidak bertanggung
Jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham vang

telah diambilnya.

c. Selama pendaftaran belum dilaksanakan direksi bertanggung jawab secara pribadi

dan tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan

terbatas tersebut,

d. Setiap perubahan anggaran dasar baik mengenai syarat pendirian maupun bukan

syarat pendirian yang belum didaﬂquan dalam daftar perusahaan dan diumumkan
dalam tambahan berita negara maké direksi tetap bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas
tersebut.

e. Terhadap perseroan terbatés yang akta pendiriannya dan akta perubahannya telah
mendapat pengesahan dari meunteri sebelum tanggal 7 Maret 1996 tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1995
Juga perlu dilakukan peninjauan atas ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran

Umum- Nomor 24/28 Tanggal 23 Mei 1983 mengenal penata usz.lhaan rekening

nasabah yang berbentuk perseroan dalam penditian dan Surat Edaran Umum Nomor

. ..__._;ﬂ.__..,,r,.r‘r!..........‘..w. e e e
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26/12 Tanggal 20 Maret ]985 mengenai tahap-tahap penata usahaan rekening atas
nama perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 1 tahun 1995, mengingat surat-
surat edaran terscbut mengacu kepada ketentuan mcngenali perseroan terbatas dalam
KUHD.

Adapun pengaturan cara-cara penata usahaan rekening untuk nasabah yang
berbentuk perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995
adalah sebaggi bertkut :

Rekening  Ciiro. Pemblukaan rekening giro nasabah persercan yang belum
berbadan hukum (apabila akta pendirian belum disahkan oleh Menteri) hendaknya di
tata usahakan ke dalam rekening atas nama suatu badan “PT (belum berbadan
hukum)” dengan ketentuan sebelum saudara melaksanakan pembukaan rekening
tersebut hendakiah diminta kepada calon nasabah agar terlebih dahuiu menyerahkan

surat penegasan yang harus ditanda tangani oleh semua pesero pendiri/pemegang

,<

saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris sesuai yang disebutkan dalam akta
pendirian perseroan yang bersangkutan.

Surat penegasan tersebut isinya adalah menegaskan nama-nama anggota direksi
perseroan yang berwenang/bérhak melakukan pendisposisian/mengambil uangdana
dari rekening perusahaan nasabah yang ada pada bersangkutan dengan menanda
tangani cek, bilyet giro dan surat-surat berharga lainnya atas nama nasabah.
Menega'skalﬂmenunjuk pihak yang berwenang/berhak memberitahukan kepada yang

bersangkutan apabila dikemudian hari terjadi penggantian direksi atau penggantian
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pihak yang diberi wewenang/hak tanda tangan ‘atas nama nasabah serta bila ada

-

a

perselisihan infern dalam tubuh perusahaan nasabah yang bersangkutaﬁ‘.

Semua dokumen pembukaan rekening harus ditanda tangani oleh para pesero
pendiri/pemegang saham, direksi, dan komisaris persel'oan yang bersangkutan. Nama-
nama anggota direksi yang berwenang/berhak melakukan pendisposisian/mengambil
uang/dana dari rekening perusahaan nasabah yang ada pada yang bersangkutan adalah
sesuai dengan yang ditunjuk dalam surat penegasan.

Pembukaan rekening giro nasabah perseroan yaﬂ'ng sudah berbadan hukum apabila
akta pendiriannya k—:laﬁ mendapatkalj pengesahan dari Menteri atau mendapatkan
pengesahan dari. Menteri dan didaftarkan dalam daftar.perusahaan atau mendapatkan
pengesahan dari Mentert dan telah didaftarkan dalam daftir perusahaan dan
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Hendaknya yang bersangkutan menata usahakan ke dalam rekening atas nama
suatu badan “P1™, dengan ketentuan bahwa nasabah . dapat diminta untuk
menyerahkan surat penegasan tersebut apabila anggota direksi lebih dari satu orang.
Semua dokumen pembukaan rekening harus di tanda tangani oleh direksi sesuai
dengan ketentuan angparan dasar perseroan yang bersangkutan. Nama-nama anggota
direksi yang berwenang/berhak melakukan pendisposisian/mengambil uang/dana dari
rekening perusahaan nasabah yang ada pada yang bersangkutan adalah sesuai dengan

anggaran dasar perseroan yang bersangkutan atau sesuai dengan yang ditunjuk dalam

surat penegasan.

S
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Rekening Pinjuman. Untuk perseroan yang bélum berbadan hukum (apabila akta

pendirian belum disahkan oleh Menteri) hendaknya rekening pinjaman di tata

usahakan ke dalum rekening atas nama suatu badan “PT (belum berbadan hukum)™.
Sebéium nasabah melakukan penarikan fasilitasnya dimitakan agar komisaris nasabah
menyerahkan personal guaranfee. Semua dokumen perjanjian kredit harus di tanda
tangani oleh semua pesero pendiri/pemegang saham, direksi atau komisaris,
pendisposisian rekening dilakukan oleh anggota direksi sesuai dengan anggaran dasar
atau sesuai dengan yang ditunjuk dalam surat penegasan.

Untuk perséroan yang sudah mempunyai status badan hukum apabila akta
pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri atau mendapatkan
pengesalian dari Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan, inendapétkan
pengesahan dari Menteri- dan didaftarkan dalam dafiar perusahaan serta diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara hendaknya tata usahakan ke dalam rekening atas
nama suatu badan “PT.” dengan ketentuan bahwa sebelum nasabah melakukan
penarikan fasilitasnya dimintakan personal guarantee dari komisaris dan personal
guarantee atau -cr‘)i'pomt‘e guarantee (apabila pmegang saham perusahaan nasabah
berbentuk suatu badan) dari pemegang saham. Semua dokumen perjanjian kredit di
tanda tangani oleh anggota direksi dan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar perseroan yang bersangkutan. Pendisposisian rekening dilakukan anggota
direksi éesuai ketentuan anggaran dasar PT yang bersangkufan atau yang ditunjuk

dalam surat penegasan.
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Hal-hal lain vang harus diperhatikan, vaitu harus meneliti kelengkapan dan
kebenaran contoh tanda tangan dari orang-orang yang berwenang bertindak untuk dan
atas nama perscroan fersebut, pembaharuan tanda tangan hendaknya dilakukan
sckurang-kurangnya setiap 6 bulan. Hendaknya juga selalu mengingatkan nasabah
akan kewajibannya untuk tetap mengurus penyelesaian proses pendirian perseroan
tersebut, sampai akta pendirian beserta perubahannya telah diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara. Mengingat dalam waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 7
Maret 1996 semua PT yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD harus
telah disesuatkan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 maka hendaknya
mengingatkan nasabah uﬁtuk menyesuaikan akta pendirian perseroannya.

Dalam hal ada nasabah atau debitur yang melakukan perbuatan hukum dengan
yang bersangkutan dalam masa transisi yaitu sampai dengan tanggal 6 Maret 1998
maka hendaknya tetap berpegang kepada akta pendirian perseroan yang sudah
disahkan sebelum tanggal 7 Maret 1996. Apabila debitur berfnaksud untuk
menjadikan jarﬁinan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan
sehubungan dengan fasilitas kreditnya kepada yang bersﬁngkutan maupun dalam
kedudukan sebagai penjamin maka hendaknya dimintakan agar debitur menyeréhkan
keputusan RUPS tentang persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut
serta mengingatkan debitur agar mengumumkan perbuatan hukum tersebut dalam.du'a
surat ke;bar harian, permintaan tersebut dapat diajukan pada saat pemberian baru

maupun pada saat perpanjangan.
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Harus disyaratkan agar nasabah memberitahukan kepada bank secara tertulis
yang dilengkapi bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku setiap‘ terjadi
perubahan~perubahan baik yang merupakan syarat pendirian  maupun bukan.
Mengingat setiap perubahan AD yang belum didaftarkan dan diumumkan dalam
Tambahan Berita .Negara akan mengakibatkan anggota . direksi menjadi
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang
dilakukan prseroan tersebut. Juga diteliti ketentuan akta pendirian/perubahan
anggaran dasar mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pendiri
perseroan sebelum perseroan disahkan Menteri yang diterima/diambil alih atau
dikukuhkan PT.

" Dalam hal nésabah melakukan perubahati AD, hendaknyé dimintakan untuk
menyerahkan sural persetujuan menteri untuk perubahan AD yang menyangkut
syarat pendirian dan menyerahkan tanda bukti pelaporan kepada Menteri untuk
perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut syarat pendirian PT.

Dalam hal terjadi pgrubahan pengurangan modal hendaknya dimintakan agarl
nasabah memberitahukan, apabila menurut pertimbangan pengurangan modal
tersebut akan merugikan baﬁk sehubungan dengan fasilitas kredit yang dinikmati
maka dapat dinyatakan wanprestasi karena ada pelanggaran syarat dalam
perjanjian kredit dan atau dapat mengajukan keberatan atau gugatan yang untuk
-pelaksanaannya hendaknya segera dilaporkan kepada biro direksi/bagian

hukum.”

% rat Edaran Uraum No : 37/13/BDR, PT Bank Dagang Negara, Takarta, 18 April 1996,




BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan
1. Proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan sisminbakum

a. Pertama kali para pendiri membuat Akta Pendirian PT yang dalam
pem‘f)uatannya dapat menferahkan kepada notaris selaku kuasanya, sesuai
dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan
HAM,

b. Selanjutnya notaris mengajukan akta tersebut ke Departemen Kehakiman
dan HAM untuk mendapat pengesahan (Pasal 9 ayat 1 UUPT). Pengesahan
akta pada waktu sekarang ini dapat dilakukan secara on-line melalui
internct. Sistem ini disebut “Sismin Bakum™ (Sistem Administrasi Badan
Hukum). Dengan-adanya sistim ini proses pemilihan nama perseroan dan
proges pengesahan Akta Pendirian dapat dilakukan dengan cepat dalam
kurun waktu 2 minggu saja, PT telah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan HAM. Dengan demikian proses pengesahan status
badan hukum Perseroan Terbatas dapat dipercepat dan suatu perseroan

segera dapat melakukan kegiatannya.
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c. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri, Akta Pendirian harus segera
didaftarkan dan dilanjutkan dengan pengumuman dalam Tambahan berita
Negara. Pendaftaran perusahaan dila‘ku}can di Kantor Dinas Perindustrian
dan Perdagangan. S‘edangkan Pendaftaran pengumuman dilakukan di
Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia. Pendaftaran pengumﬁman |
dilakukan pada saat proses pengesahan belangsung. Jadi saat akta diajukan
pengesahannya pada waktu yang bersamaan harus didaﬁar di Kantor
Percetakan Nepara. Setelah akta tersebut mendapat pengesahan kemudian
memberitahukannya ke Kantor Percetakan Negara. Pendaftaran dan
pengumuman merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh sétiap
PT, karena secara formil akan memperoleh status badan hukum
(Pasal 23 UUPT).

2. Kendala (yuridis) terhadap pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dalam
praktek
Di dalam proses pendirian PT para pendiri atau kuasanya (notaris) atau
pihak yang terkait seperti Departemen Kehakiman dan HAM mengalami
beberapa hambatan. Jangka waktu saat sekarang ini tidak lagi menjadt suatul
faktor penghambat, karena dengan sisminbakum penguluran waktu yang bisa
terjadi tidak akan terjadi lagi. Pada saat sekarang i hambataﬁ yang ada, yaitu
para pendiri selalu terlambat dalam menyerahkan bukti setoran saham dan foto
copy NPWP. Hal ini bisa terjadi karena biasanya uang yang akan dijadikan
modal sebenarnya tidak ada. Sedangkan mengenai pemilikan NPWP (Nomor

Pokok Wajib Pajak) para pendiri tidak berkeihginan untuk memilikinya, karena

i gy ‘“;r'.'—rﬂw T T IE T
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dengan adanya NPWP mereka harus 1ﬂembayar pajak. Padahal memiliki
NPWP berguna sekali lagi pihak ke tiga karena pihak ke tiga tidak akan
beranggapan bahwa .PT tersebut adalah PT gelap. Hambatan yang lain yaitu
terlalu berbelit-belitnya proses birokrasi pendirian PT seperti halnya dalam
proses pengesahan Akta Pendirian, kita harus melakukan pendaftaran

pengumuman terlebih dahulu padahal akta belum memperolah pengesahan,

" akan tetapi mengapa kita harus melakukan itu ? Semua itu untuk memperoleh

tanda bukti biaya pengumuman. Hal ini sangat tidak efisien sekali karena
bagaimana jika akia yang kita buat masih ditolak oleh menteri. Kita harus
menarik akta yang telah didafiarkan di Percetakan Negara dan memberikan
akta yang baru dan selanjutnya bila akta telah disahkan kita juga harus
memberitahukannya. Ini dianggap tidak praktis karena selain memakan banyak

biaya juga memakan banyak waktu.

. Akibat Hukum terhadap status Hukum Perseroan apabila hambatan diatas

terjadi
Dircksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan. Berarti dengan adanya

birokrasi scperti ini walaupun PT belum berbadan hukum tetapi pertanggung

jawaban direksi secara tanggung renteng. Sebagaimana yang telah kita ketahui

selama ini, perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui oleh menteri,
sejak saat tersebut para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas sampaf pembayaran penuh jumlah saham mereka. Adapun para

pengurus masih bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai Akta




213

Pendirian dan surat keputusan persetujuaﬁ menteri didaftarkan pada Kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tempat kedudukan perseroan serta
| diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Setelah Pendaftaran dan
pengumuman dilakukan perseroan menjadi badan hukum dan pemegang saham
serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi kewajiban-kewajiban
perseoran. Undang-undang ini tidak mengkaitkan tanggung jawab direksi
dengan status badan hukum PT tetapi menekankan bahwa tanggung jawab
direksi adalah melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang
schingga apabila direksi tidak melaksanakan kewajibannya direksi bertanggung
jawab renteng atas scgala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan
sedangkan status badan hukum perseroan diperoleh setelah Akta Pendirian

disahkan oleh Menteri.

B. Saran

Untuk menjamin kepastian hukum masih dibutuhkan penegasan atau
peraturan pelaksanaannya untuk menegaskan hal-hal yang dirasakan masih kurang
atau memang memerlukan penegasan lebih lanjut. Karena dengan demikian kita
akan semakin mudah untuk menerapkan atau melaksanakan perafuran yang ada
kaitan dengan proses pendirian suatu Perseroan Terbatas seperti Undang-undang
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang—undaﬁg No. 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan, PP No. 26 Tahun 1998 tentang pemakaian
nama perseroan dan akhirnya akan semakin memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat termasuk para pengusaha yang memilih Perseroan Terbatas sebagai

wadah usahanya.
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